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MOTTO

ALLAH SWT. berfirman :

"MUNGKIN KAHU ENGGAN (TIDAK MENYUKAI) SESUATU, SEDANG 

ALLAH TELAH MENJADIKAN PADA APA YANG TIDAK ENGKAU SUKAI 

ITU KEBAIKAN YANG SEBANYAK-BANYAKNYA"

(AL Q U R ’AN SURAT ANNISAA‘ : 19)
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M I L I II
PERPUSTAKAAN 

"UNIVERSITAS AIOLANGOA*
S U R A  B A Y  A

BAB I 

PENDAHULUAN

1. Perm asalahan : Latar B e l a kanq dan R u m u s a n n v a .

Sudah menjadi pembahasan yang cukup luas bai^ oleh 

media massa nasional maupun internasional mengenai 

gejolak yang sedang melanda Bosnia-Herzegovina, yaitu 

kasus-kasus antara lain pembersihan etnis, p e m e r k D s a a n , 

pembunuhan terhadap jutaan orang-orang yang tidak berdosa 

terutama anak-anak dan wanita, ketiadaan perlindungan 

terhadap penduduk sip.il, dan masih banyak lagi kejahatan- 

kejahatan lain yang dilakukan oileh Serbia sehingga tidak 

bisa disebutkan disini seluruhnya. Namun dibalik eemua 

itu, terjadi suatu kondisi yang sangat ironis sekali 

yaitu lambatnya dan juga berbel i t-bel .1 tnya prosedur 

bantuan yang hendak di.sampai.kan kepada Bosnia— Herzegovina  

oleh n e g a r a -negara di dunia ini, tprutama negara-negara  

yang begitu sangat memperhatikan rnasalah hak-hak asasi 

msnusia, juga n e g a r a -negara maju apalagi yang <-f.--r.gaku 

sebagai polisi dunia' -

Tindakan pembersihan elnis, p e m e r k o s a a n ,

pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lain tersebut ancara 

senqaja dan membabi buta dilancarkan oleh pihak Serbia 

yang m e ngklaim dirinya sebagai pew.-ris Yugoslavia lama. 

Bentul-.-Benl.uk tindakan pihak St-rbio secara rinci tersebut

1
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antara lain, pada kurun waktu antara Mei - Juni terjadi 

pembantaian terhadap 3000 anak-anak dan para wanita yang 

sudah jelas bahwa mereka adalah penduduk sipil di Brcko- 

Bosnia. Hal tersebut adalah merupakan laporan dari 

t awanan-tawanan yang selamat dan data-data lainnya yang 

dikutip oleh harian New York Timers. Mereka yang mati 

tersebut jenasahnya tidak dikubur secara layak tetapi 

sebagian d i t e n q g e 1amkan di sungai Sava, sebagian lagi 

dikubur massa! dengan tidak menqindahkan kobiasaan- 

kebiasaan vang berlaku dan yang lainnya dibuang dilahan 

p e r t a n i a n ,  ̂ Juga pada Agustus 1992 pihak Serbia melakukan 

penyiksaan dan tidak member! makan \ epada para tahanan di 

kamp--kamp konsentrasi, s ehingga Perserikatan Bangsa- 

Bangsa (nengeluarkan satu resolusi tentang Palang Merah 

untuk menolong para tahanan tersebut. Suatu kesaksian 

dari 2 warga negara Amerika Serikat m e ngatakan bahwa 

kotika mereka ditawan oleh pihak Serbia, setiap mereka 

meny ak sikan tawanan dipukuli, disiksa listrik dan disiksa 

secara s e k s u a l . Laporan yang laid lagi m e ngatakan dalam 

tempo 10 hari ( 4 - 1 4  Mei) terdapat 100 - 300 orang 

dibantai. Hal ini masih ditambah dengan tuntutan dari 

pihak B o s n i a - H e r z e go v i n a  agar menyelidiki secara tuntas 

terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Serbia

l.'Kifsu Serbia itu Tetap 5 a j a \  Ja»a P o s . Septeiber 1992, h.I.
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kepada 200 orang Muslim, penduduk Kroasia dan anak-anak 

Tidak itu saja, kekejaman pihak Serbia juqa dapat 

dianggap sebagai penyebab matinya 8 wartawan asing. yaitu 

2 dari T u r k i , 2 Inggris, 1 Bosni5-Her:egovina, 1 Mesir, 1 

Maroko dan i tidak dikenal dalam ha.I ini belum termasuk 

yang d a n  Indonesia.^' Kasus yang lainnya adalah pengakuan 

dari orang moderat pihak Serbia bahwa banyak senjata 

d ibag i - b a g i k an  dengan dalih perlindungan etnis, lalu 

dengan senjata tersebut mereka bertindak brutal hingga 

tidak bisa membedakan sikap kebangsaan dan barbarisme. 

Mereka dengan menggunakan topeng juga menakut-nakuti  

rakyat. Disamping ke br utalan-kebrutalan itu ada suatu 

keinginan yang sangat mengada-ada lainnya dari kaum 

e k str imis Serbia, yaitu agar etnis Bosnia diusir dari 

rumah-r umahnya kemudian diserahkan kepada pengungsi 

Serbia. Laporan terakhir mengatakan ada keinginan dari 

pihak Bosn 1 s-Herr.egovina agar dilakukan gencatan senjata 

terhadap kota Sarajevo yang sudah dikepung seiama 5 

bulan, bila tidak di.mungk j nkan akan ada banyak penduduk 

yang mati karena kelaparan dan k e d i n g m a n  . Dikota itu 

juga tarnpak g s n a ngan- ge nannan darah dan 1 u b a n a - 1 ubang 

bekas peluru. Seorang pejabat. kemn-ntnan Luar Negeri

2 .'PeitianUian fluslii Bosnia K inU Diiisut', Jana Pos, 30 Septeiber 1992, h .I.

3 ."Nasib Lukian Masih Belui Je U s ',  Jawa Pos, 25 Se&teiber 1992, h .I.
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Amerika Serikat mengatakan bahwa intormasi tersebut masih 

sebagian saja, berarti masih banyak yang lainnya yang 

be 1 urn d i b e n t a k a n ^ .

Sejalan dengan peristiwa tersebut simpati dari 

dunia internasional mulai bermunculan, tidak hanya dari 

n e g a r a - negara Islam saja tetapi juga dari negara-negara  

barat baik individu maupun secara kelompok, juga duk.ungan 

dari pemerintahan suatu negara, dalam hal ini misalnya 

pemerintah Francis, Masyarakat Erooa dan Amerika yang 

berjuang baik secara diplomatik di forum Perserikatan 

Bangsa- Bangsa maupun me 1 a 1ui mej a perundingan-perund ingan 

untuk menghentikan tragedi tersebut.

Bentuk-Bentuk simpatipun b e r m a c a m - m a c a m , bahkan 

simpati yang ditunjukkan oleh Malaysia dapat dikatakan 

sangat menarik, karena bagi Malaysia perwujudan sikap 

s o l i d a r i s m e  tersebut ditunjukan dengan tindakan dari 

pemeri ntah Malaysia untuk memutuskan hubungan diplomatik 

dengan pihak Serbia, yang m e ngklaim sebagai pewaris 

Yugosla via lama. Kemudian salah satu simpati lagi yang 

ditunjukkan oleh pihak Mujahidin adalah adalah secara 

langsung bergabung dengan pejuang Muslim Bosnia. 

Sukarelawan yang berjumlah 500 orang ini mengatakan bahwa 

mereka tidal- anti Serbia tetapi mi.rientang pihal -pihak

4,'Niliter AS Betui Siap ke B o s n i a ’ , Jawa F'os, 25 Septeiber 1992, h,].
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5

yang m embunuh saudara-saudara Muslim mereka. Dan pasukan 

Mujahidin ini bukan merupakan kelompok atau negara Islam 

tertentu melainkan terdiri dari orang-orang Muslim yang 

prihatin terhadap penindasan. kebrutalan dan kejahatan 

pihak Serbia. Presiden Soeharto dalam acara resmi baik di 

forum KTT Non Blok X di Jakarta maupun pada sidang 

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tak lupa selalu 

m e n g i n g a t H a n  pada dunia i n t e r n a s i o n a 1 akan kebrutalan 

pasukan Serbia. beliau berpendapat bahwa sebaiknya 

n e g a r a - n e g a r a  segera mengambil sikap untuk menghentikan 

praktek yang disamping kejam juqa keji tersebut"1.

Tanggapan Amerika Serikat dalam menghadapj. seruan 

berbagai negara itu antara lain Amerika Serikat 

mengaj uk an tuntutan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa 

pihak Serbia melakukan kejahatan perang yaitu pembunuhan 

dengan sengaja, peny.ik.saan tawanan dan penganiyaan 

terhadap penduduk sipil atau daJ^m konteks lainnya

d.isebut 'Pembersihan Etnis' (Etnic. Cleansing). Bahkan 

para kolumnis di Amerika Serikat sangat mendoronq agar 

Amerika Serikat segera turun tangan. Prancis dan pasukan 

Pers er ikatan Bangsa-Bangsa dalam h^i m i  terus mendesak 

agar jumlah pasukan Perserikatan B a n g s a -Bangsa ditambah. 

Dewan keamanan Perserikatan B a n g s a -Bangsa cetuju

5.Ja*a ?os, 30 Septeiber 1992, ioc.cit
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mengg unakan cara militer untuk menqawal bantuan untuk 

bisa sampai di tujuan. Karena jalur darat yang menjadi 

tumpuan harapan masuknya bantuan ke Sarajevo pada saat 

itu masih sangat sulit, padahal dalam kondisi seperti itu 

kebutuhan akan obat dan makanan semakin meningkat^. Namun 

sampai s ebeqitu jauh apa yang d i tungqu-tunggu belum juga 

terealisir, misalnya penjatuhan sanksi oleh Perserikatan 

B a n g s a - B a n g s a  kepada pihak Serbia harus menunggu komisi 

penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai kapan hal 

itu sangat tidak bisa d i t e n t u k a n . Namun demikian, 

kenyataan yang terjadi seperti saat ini walau komisi 

pen ye 1 idik Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menyelesaikan 

tugasnya realisai bentuk sanksi terhadap pihak Serbia 

sama sekali tidak tampak, atau tampak tapi sedikit 

sebagai formalitas saja, contohnya hukuman terhadap 2 

orang Serbia itu saja walaupun pelaku j e l a s-jelas bukan 

hanya 2 orang tersebut. Bahkan sebenaranya bila kita mau 

m eninjau lebih jauh keprihatinan pejuang Mujahidin itu 

juga didasari oleh sikap Amerika Serikat dan Eropa yang 

tidak seqera bertindak. Dan beberapa waktu yanq lalu 

pejabat Kemontrian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan 

bahwa militer Amerika Serikat belum siap walau telah

b.'Senat AS Dukung Pengirisan Bantuan « i l i t e r  U  Bosnia‘ , Jawa Pos, 2 Oktober 1992,
m i .
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terjadi peristiwa penyerangan terhadap pesawat Italia dan

2 tentara Francis. Atau kalau begitu memang tepat apa 

yang diduga oleh Amin Rais, pakar politik Universitas 

G aj ah  Hada bahwa Amerika Serikat sulit bertindak karena 

tidak ada kepentingan jangka panjang terhadap Bosnia- 

Herzegovina dan hal ini sangat berbeda sekali dengan 

s ikapnya dulu ketika menghadapi Irak dalam masalah perang 

Teluk.

Dari uraian diatas, ti.mbullah berbagai 

p er masalahan yaitu Apakah Hukum Internasional khususnya 

hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum 

internasional tidak mengatur perlindungan hukum terhadap 

peristiwa yang terjadi di Bosn ia~H*?rzegovina akibatnya 

kebrutalan pihak Serbia terus borlan.iut sampai. sekarang ?

Per/nasal ahan ini dapat dipecah menjadi beberapa 

anak masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk perlindungan yang dimaksud 

dalam Hukum Perang terhadap penduduk sipil 

B osnia- H e r z e go v i n a  dari tjndak kekejaman pihak 

Serbia ?

2. Apakah pelanggaran Serbia terhadap hukum 

internasional dan .iika ternyata melanggar Hukum 

Perang tersebut apakah sank^inya ?

3. B a g a i manakah bentuk peiaksanaan sanksi terhadap 

pelanggaran Hukum Perang (Hu[urn Humaniter) yang
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dilakukan oleh pihak Serbia ?

2. Penj e 1asan Judul

Judul skripsi ini adalah : HUKUM INTERNASIONAL 

DALAM FUNGS I P E R L INDUNGAN TERHADAP RAKYAT BOSNIA 

H E R Z EGO VINA DAN SANKSI ATAS P E L A N G G A R A N - P E L A N G G A R A N N Y A .

Ma s a l a h  yang terjadi di Bosnia- H e r z e go v i n a  banyak 

sekali antara lain kasus-kasus pengh.ilangk.an, pemusnahkan 

atau pembersihan terhadap ras, suku bangsa tertentu yang 

tidak dik.ehendaki dengan dalih, alasan dan motivasi yang 

b e r m a c a m - m a c a m . Pemerkosaan, pembunuhan terhadap jutaan 

o r a n g-o rang yang tidak berdosa terntama anak-anak dan 

wanita, p e n q a n i y a y a a n , perampasan tanah, pelanggaran hak 

asasi manusia dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan  

lain yang dilakukan oleh Serbia diluar batas-batas 

p e r i k e m a n u s i a a n . Yang bila disimpulkan bahwa yang terjadi 

di B o s n i a - H e r z e go v i n a  adalah suatu ketiadaan perlindungan 

terhadap penduduk sipil dan juga orang-orang yang perlu 

dilindungi lainnya.

Hukum Internasional yang saya maksud adalah suatu 

tinjauan berdasarkan sekumpulan hukum yang sebagian besar 

terdiri dari asas-asas dan p e r a t u ran-peraturan tingkah 

laku yang m engikat negara-negara dan karena itu biasanya

8
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ditaati dalam hu.bungan negara-negara satu sama lain'^.

Akan tetapi dasar pembahasan ini cenderung berkisar 

m engenai hukum internasional tentang perang. Hukum 

Perang. menurut U.S Army Field Manual of the law of 

warfare, bertujuan untuk yaitu :

1. Melindunai kambatan maupun non-kombatan dari 

penderitaan yang tidak perlu;

2. M enjamin Hak Asasi Manusia tertentu dari orang ysng 

jatuh ketangan musuh;;

3. M em ungkinkan d ikembalik annya perdamaian; dan

r>
4. Membatasi kekuasaan pihak b e r p e r a n g 0 .

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul HUKUM INTERNASIONAL 

DALAM FUNGS I PERLINDUNGAN TERHADAP RAKYAT BOSNIA 

H E R Z E G O V I N A  DAN SANKSI ATAS P E L A N G G A R A N - P E L A N G G A R A N N Y A  

terutama sel-ali adalah karens :

1. Suatu kasus yang sangat menarik perhatian 

m a syarakat i n t e r n a s i o n a l , namun ironisnya peristiwa 

yang terjadi pada era globalisasi tersebut, justru

9

/.Ssstiai den$an definisi Prof. Charles Cheney Hyde, International Law, 2nd Edition, 
1947. vol. !, pasal 1 (J.6 . Starke, 'Introduction to International lw ' ,  7th Edition, 
Butterwortlis, London, 1972, h .I.)

8 .J. Hendy Tedjonagoro, Hanlaat Hukua Hutaniter Internasional baoi dan
Binosa Indonesia, fakultas Hukui Universitas AirUngga, Suraba.a, 1991, h.I,
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m a s yarakat internasional cenderung bersikap pasit 

dengan tindakan Serbia yang benar-benar telah 

m elanggar hukum i n t e r n a s i o nal-khususnya tentang 

perang, asas-asas perlindungan, mengabaikan Hak 

Asasi Manusia, bahkan telah sampai pada genocide.

2. Konflik tersebut bila tidak segera diselesaikan  

d i k h a w atirkan akan merembet ke w i 1ayah/negara 

d i s e k i t a r n y a  (Eropa Timur) atau bahkan di seluruh  

dunia. Hal ini j e l as-jelas mengganggu perdarnaian, 

ketertiban dan keamanan i n t e r n a s i o n a l .

3. Penjatuhan sanksi kepada pihak Serbia belum 

mengenai sasaran. Sekalipun telah dijatuhkan  

sanksi, namun Serbia masih terus-menerus melakukan 

tindakan-tindakan keji kepada penduduk muslin 

Bosnia, Serbia tidak ada sedikitpun itikad baik 

untuk mematuhi sanksi. Kondisi ini tidak menutup 

kemungkinan menyebabkan turunnya kewibawaan hukum 

i n t e r n a s i o n a l .

Disamping itu untuk mengetahui sampai dimana hukum 

internasional mengatur masalah tersebut. Sampai dimanakah 

pengaruh hukum internasional dan juga untuk mengetahui 

unsuu— unsur hukum i n t e r n a s i o n a 1 yang berkaitan dengan 

masalah tersebut, antara lain hukum h u m a n i t e r - b a i V dalam 

pengertian luas maupun sempit.
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4. Tujuan Penu 1i s a n .

a . Tujuan Umuro.

Melengkapi salah satu persyaratan akademis yang 

harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh 

gelar k e s a r j a n a a n . Khususnya bagi saya, yaitu untuk 

m e m p e r o l e h  qelar Sarjana Hukum paad Fakultas Hukum 

U n i vers itas Airlangga.

Selain hal tersebut diatas tujuan lainnya yang 

berkaitan erat dengan tugas seorang m a hasiswa sebagai 

intelektual yaitu :

1. M e ngaplikasikan teori-teori/hukuro-hukum yang telah 

ada dikaitkan dengan praktek vang terjadi didalam 

percaturan kehidupan i n t e r n a s i o n a l .

2. Meningkatkan kemampuan menganalisa problem-problem  

internasional melalui suatu pengkajian berbagai 

sumber— sumber/ d a s a r -d a s a r  t e o n / h u k u m  internasional 

dan juga berbagai informasi.

b . T u j u a n K n usus.

Untuk turut serta memberi sumbangan pemikiran bagi 

penyelesaian suatu pr oblematika yang sebenarnya tidak 

baru, tetapi akhir— akhir cukup aktual, yaitu masalah 

kebiadaban suatu negara terhadap negara berdaulat 

1 a i n n y a .

11
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i.. Pendekatan Masalah. " '--- 'I/* I /-

Pembahasan yang penulis lakukan adalah dengan 

metode (deduktif) yaitu dari umum ke khusus, yaitu data 

yang d i peroleh dari sumber yanq telah disebutkan, akan 

diolah dan di.jadikan sebagai bahan rujukan. Kemudian 

untuk mengetahui p e r m a s a 1ahannya dengan jelas maka akan 

digunakan bentuk pembahasan secara yuridis - politis, 

karena kondisi obyek bahasan demikian adanya.

2. Sumber Data.

Bumber data d i peroleh dari literatur— literatur, 

media m a s s a-media massa, dan w a w a n c a r a - w a wa n c a r a  dengan 

pembicara dalam a c a r a-acara pengumpulan dana bagi 

m a s yar akat B o s n i a - H e r z e g o v i n a .

3. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Dipergunakan tehni k w a w a n c a r s - w a wa n c a r a  dengan 

pembicara dalam a c a r a-acara pengumpulan dana bagi 

masyar akat Bosnia-Herzegovina, tokoh-tokoh Bosnia- 

He r z eg ovina « dan pengamat masalah Bosnia-Herzegovina.

4. Analisa Data.

Data yang berasal. dari number d ianalisa untuk 

kemudian secara selektif dipi 1a h - p i 1 ah secara kualitatif.

6. P e r t a n q g uno Jawaban S i s t e m a t i k a .

Dalam bab 1, pendahuluan dituliskan tentang

i ) ustrasi kondisi yang sedang terjadi. dengan demikian
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agar muncul gambaran permasalahan apa yang hendak 

d i t a m p i 1k a n , hal ini adalah sebagai pedoman untuk 

mengur aikan bab-bab berikutnya.

Se l a njutnya dalam bab II akan diuraikan tentang 

bentuk-bentuk perlindungan penduduk sipil dari kekejaman 

pihak Serbia. Baik terhadap penduduk sipil maupun benda- 

benda budaya ketika terjadi konflik b e r s e n j a t a " . kemudian 

dikaitkan dengan aspek-aspek perlindungan menurut 

k o n v e n s i - k o n v e n s i , baik Den Haag rnaupun Jenewa dan 

Protokol I tahun 1977 dan Hak Asasi Manusia.

Bab III gambaran apa yang terjadi dalam praktek 

bila dihubungkan dengan aturan hukum-hukum internasional.

Dan pada bab IV ini hendak membahas konsekwensi 

yuridis terhadap pelanggaran hukum internasional tentang 

perang. Dimana bentuk konsekwensi yuridis yang berupa 

sanksi ini diatur oleh Hukum Internasional, yaitu 

Reprisal, hak untuk Self Defense juga Use of Force.

Dengan demikian, proses p e n g a n a 1isaan dan 

pembahasaan tersebut diatas sudah mencapai titik akhir, 

oleh karenanya sebagai penutup saya letakkan pada bab V 

dengan n.engemukak an kesimpulan dan s«ran.
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PERL. INDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIF'IL DARI KEKEJAMAN

SERBIA.

BAB I I

1. H u k u m __Internasional tentang Perano d i k a i t k a n__ denqan

Per 1indunoan dan Penjaminan H a k - h ak Asasi Manusia 

terhadap Umat Manusia.

Dalam Hukum Perang banyak sekali terkandung makna- 

makna kemanusiaan, termasuk d i d alamnya fungsi 

perlindungan terhadap penduduk sipil, belligerent (para 

pihak dalam suatu perang), tawanan, benda-benda budaya 

serta bangunan vital (misalnya, rumah sakit). Pengaturan 

ini lebihjelas dapat dilihat pada Konvensi-Kanvensi 

dibawah ini..

a . Pe rlindungan menurut Konvensi Den Haag 1899 dan 1907

Hukum Den Haag pada dasarnya berisi tentang 

p e m b a t a s an-pembatasan cara berperang. Konvensi II dan IV 

Den Haag tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, 

dimana Konvensi IV memperbaiki Konvensi II. Dan pada 

Konvensi ini terdapat ketentuan yang sangat penting* 

yaitu tentang asas-asas * per 1i n d u n g a n * dan 'k e m a n u s i a a n ' 

pada setiap individu, baik yang terlibat langsung Vonflik 

bersenjata maupun tidak. Juga menganduna beberapa "Asas 

Perang" dimana pada hakekatnya merupakan pembat^san-
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pembatasan bagi para pihak yang bersengketa, pada asas 

pertama berisi ketentuan yang melarang penyerangan 

terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata dan 

penduduk sipil yang tidak bersenjata dianggap sebagai 

orang yang berdiri diluar perang. (Principle of the 

'Ratione P e r s o n a e '  R e s t r i c t i o n ) . Para pihak yang 

berperang harus sedapat mungkin menghindarkan orang-orang 

yang 'non-kombatan agar jangan menjadi. sasaran operasi 

militer. Dan Konvensi-Konvensi Den Haag 1899 itu sendiri, 

pada pokoknya berisi hukum dan kebiasaan perang dan cara- 

cara berperang pada umumnya (conduct of war).

Asas tersebut pada hakekat.nya merupakan 

pembat asan-pembatasan bagi para pihak didalam melakukan 

ca ra-cara berperang, yaitu :

a. Pembatasan mengenai orang yang dapat dijadikan sasaran 

(principle of the "ratione personal" r e s t r i c t i o n ).

b. P e m batasan mengenai tempat yang dijadikan sasaran 

(principle of the “ratione ]oci" r e s t r i c t i o n ). Suatu 

serangan dianggap sah apabila diarahkan pada obyek- 

obyek militer dan apabila kerusakan yang ditimbulkan 

baik sebagian atau seluruhnya menghasi 1kan keuntungan 

militer yang p r o p o r s i o n a 1.

c. Pembatasan mengenai syarat tertentu (principle o1 the 

"ratione c o n d i t i o n j s " restriction). Larangan terhadap 

penqgunaan senjata-senjata atau cara-cara berperang

15
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yang dapat menimbulkan akibat yang tidak perlu aatu 

p enderitaan yang berlebihan (unnecessary suffering).

Dan ketentuan-Ketentuan atau asas-asas tersebut 

dia ta s juga terdapat pada Alinea kedelapan Preambule 

Konvensi 1V/1907 disebut juga sebagai "MARTENS Clause", 

karena isi m u kadimah banyak diprakarsai oleh Martens, 

anggota delegasi. guru besar hukum internasional .

Ketentuan-ketentuan tersebut menyiratkan prinsip- 

prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, yaitu bahwa 

dal am  suatu peperangan, salah satu pihak sebelum 

melan ca rkan penyerangan, menembak sasaran atau mengebom 

harus benar-benar m e mperhitungkan ^ituasi atau tempat 

sasaran. Hal m i  berguna agar penyerangan, penembakan dan 

pengeboman tersebut tidak salah sasaran atau mengenai 

sasaran yang tidak pada tempatnya, misalnya perumahan 

penduduk sipil, tempat-tempat penqungsian, banqunan- 

bangunan yang vital bagi penduduk, yaitu sekolah- 

sekolah, tempat bahan makanan dan d a e r a h  yang tidak 

d i p e r t a h a n k a n .

Selain berisi tentang asas-asas perlindungan. 

Konvensi Den Haag tersebut, tepatnya pada annex Konvensi 

itu juga berisi l a r a n g a n - l a r a n g a n , L a r a n g a n - 1arangan 

yang berlaku dalam suatu peperangan (sesuai pasal 23 

Annex Konvensi IV/1907), diantaranya yang berkaitan 

denqan permasalahan da B o s n i a-Horzegovina adalah stibagai

16
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berikut :

1. Mem bunuh atau melukai musuh yang m e n y e r a h .

2. Sikap tidak memberi ampun pada musuh yang menyerah.

3. M er ampas dan menghancurkan harta benda musuh.

Juga d ilarang melakukan penjarahan terhadap suatu kota 

atau tempat (pasal 25 Annex Konvensi IV).

B erangkat dari latar belakana dan ci'ta-cita agung 

seperti yang tersirat diatas, berarti juga bahwa ruang 

lingkup Konvensi Den Haag luas sekali, Karena daya 

berlakunya tidak hanya mengikat negara-negara peserta 

namun juga pada semua negara yang berkehend&k untuk 

menikmati f a s i 1i t a s - f a s i 1itas didalam Konvensi Den Haag 

tersebut. Hal itu didukung oleh pernyataan berikut ini s 

"Namun didalam praktek menunjukkan b^nyak negara walaupun 

bukan peserta Konvensi,, rneherima dan melaksanakan juca 

k e t e n t uan-ketentuan Konvensi Den Haag bila terjadi 

sengketa bersenjata/per ang yang melibatkan negara 

tersebut. Karena ketentuan Konvensi Den Haag tersebut 

cenderung d ianggap eebagai ‘'Hukum Kebiasaan

I n t e r n a s i o n a I".

b - Per 1 i n,durigan didalam Kon v e n si.. Den Haag 1954

Bebenarnya bila di.teliti lebih lanjut maka 

"Per 1 ind'.i.nqan" yang diberikan oleh hukum internasional 

tidak hanya kepada 'person' namun juga terhadap benda-

17
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benda bersejarah, barang-barang budava dan tempat-tempat 

religius. Hal m i  didapat dalam Konvensi Den Haag 1954 

tentang perlindungan barang-barang budava pada masa 

p e r s e n g k e t a a n .

Menurut Konvensi yang termasuk "barang budaya" 

diperinci menjadi tiga golongan, yaitu :

a. B a r a n g -barang Bergerak maupun tidak bergerak vang 

penting sekali bagi pusafca budaya s e t i a p  ' bangsa. 

seperti : monumen, arsitekt.ur, s e n i , sejarah, tempat- 

tempat peninggalan bersejarah dan lain-lain.

b. Ge du ng-geduna y«nq tujuan utamanya adalah untuk 

m e melihara atau memamerkan barang-barang yang tak 

b e r g e r a k , seperti : misalnya : museum, perpustakaan 

dan tempat penyimpanan arsip dan tempat untuk 

melindunqi barang-barang budaya bergerak.

(i. F'usat-pusat yang berisikan sejumlah besar barang 

budaya seperti yang dimaksudkan dalam a dan b diatas.

c . Per lindungan didalsm Konvensi Jenewa 1949

Konvensi ini merupakan penyempurnaan dari. 

Konvensi Den Haag IV tahun J.907 bagian II dan III. 

Dimana F'eraturan Den Haag tidak memuat ketentuan- 

ketentuan tentang perlakuan dan perlindungan penduduk 

sipil, nak penduduk sipil. musuh di. wilayah pihak dalam 

pertikaian sendiri, dan juga fcidai mc>muat ketentuan-
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ketentuan fr/engenai perJakuan penduduk sipil yang 

diinternir .

Vang mangatur masalah berlai-unya Konvensi ini 

terdapat pada pasal 2 masing-masing Konvensi. Isinya 

menyat akan bahwa Konvensi-Konvensi j«-?newa berlaku :

1. Untuk semua peristiwa perang yang diumumkan.

2. Untuk semua sengketa bersenjaat lain, meskipun keadaan 

perang tidak diakui.

3. Untuk semua peristiwa pendudukan, sebagian atau 

seluruhnya, meskipun pendudukan itu tidak mendapat 

perlawanan.

Tambahan : "...setiap pertikaian bersenjata" yang 

diperkuat pula dengan kata-kata " * . . s e k a 3. ipun keadaan 

perang tidal-. diakui oleh salah satu diantara meroka" , 

sangat m e m perluas b e r 1akunya Konvensi-Konvensi tahun 

1949.

Jadi menurut ketentuan diatas Konvensi-Konvensi  

ini berlaku dalam setiap persengketaan senjata 

i n t e r n a s i o n a 1, dengan tidak meir-perso&lkan apakah 

peristiwa itu menurut salah satu atau semua pihak dalam 

Konvensi frmrupakan suatu "penibelaan diri yang sah" , 

"aksi polisi", "insiden" atau suatu tindakan pengamanan
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kalektif dalam rangka Piagam Perserikatan B a n g s a - B a n g s a -* .

Konvensi Jenewa 1 %<_LL

Konvensi ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban 

pihak-pihak yang bersengketa. Konvensi mengatur juga 

tentang tugas untuk mencari dan m e n g u m p u 1k a n , mereka yang 

luka, sakit dan jenanah. Setiap waktu setelah terjadinya 

pertempuran pihak-pihak yang bersengketa harus harus 

mencari dan mengumpulkan yang luka dan sakit, melindungi 

mereka d a n  perampokan dan perlakuan buruk lainnya. 

Sedangkan Pengertian '‘orang luka, s a k i t ’1 tidak 

dicant umkan dalam Konvensi, dan hal itu d i serahkan pada 

fikiran sehat.

Kemudian bentuk perlindungan dan 1a r a n g a n - 1arangan 

yang berlaku bagi pihak yang bersengketa, khususnya 

didala m Konvensi Jenewa I dan II, d i a n t a r a n y a  yaitu :

- Gedung dan satuan dinas kesehatan, termasuk dinas 

kesehatan Palang M e r a h  National dan perhimpunan 

penolong sukarelawan lainnya, harus dilindungi dan 

d i h o r m a t i .

- Dilarang untuk menyerang atau m e n jadikan sasaran 

militer atas satuan-satuan dan kapal-kapal

i.Hochtar kusuiaatiadja, Konvensi-Konvensi Palano Hcrah tahun 1949 tenqenai 
PerUn'dungan Korban Perang.Sinacipta, Bandung, 1979, h.l9.|selanjutnya disebut Rochtar 
KusuiaaUadja I)
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kesehatan. Dalam pengertian "gedung" dan "satuan 

kesehatan" termasuk didalaflinya rumah sakit, depot 

kesehatan, ambulans dan lazaret (rumah sakit niedan; 

yang bertujuan m e n g u m p u }kan dan merawat orang yang 

sakit dan sakit.

Konvensi Jenewa IV 

Pada pokoknya memberi perlindungan kepada penduduk 

sipil, dan merupakan penyernpurnaan d a n  Konvensi Den Haag 

ke-IV tahun 1907, terutama yang m e n/angkut seksi II dan 

IV. Akan tetapi k e t e n t uan-ketentuan Konvensi Jenewa IV 

ini jauh lebih lengkap, itu dikarenakan Konvensi Den Haag 

hanya m engatur perlindungan terhadap penduduk sipil di 

wilayab yang diduduki,

Konvensi Jenewa IV tentang P e r l i n d u n g a n  terhadap 

penduduk sipil ini pada pasal 13 t e rmaktub suatu 

pengaturan bahwa tindakan apapun - baik perang maupun 

pembalasan - tidak boleh ditujukan pada penduduk sipil.

Kenyataan modern menunjukkan bahwa penduduk sip.il 

tidak bisa lagi dianggap berdiri "diluar perang". Mereka 

membutuhkan perlindungan yang ii?hah positif dari 

" n e t r a 1i s a s i " perbuatan permusuhan pelaka yang hanya 

m e n g h i n d a r V an mpreka dari seranyan y^r g langsung.
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Pengertian Drang yang d i l indungi 

K e t e n t uan-ketentuan yang mengatur tentang "orang- 

orang yang dilindungi" terdapat pada pasal 13 Konvensi I 

dan II, serta pasal 4 alinea A Konvensi III. Menurat 

K0 ten tuan-k e ten tuan ketiga Konvensi diatas (kecuali 

Konvensi Jenewa IV) pengertian 11 orang-oranq yang

dilindungi" meliputi. 6 golongan, salah satunya yang 

pentinq dan berkaitan dengan pembahasan ini adalah :

- Drang-orang sipil yang menyertai angkatan perang 

(wartawan perang dll).

Namun pengertian "orang-orang yang dilindungi" 

dalam arti Konvensi IV adalah sama sekali berbedo dengan 

pengertian "orang-orang yang dilindungi" dalam arti 

ketiga Konvensi sebelumnya.

Dengan kata lain, apabila disimpulkan unsur pokok 

daripada pengertian "orang yang d i l i n d u n g i ’1 dalam arti 

Konvensi IV adalah "penduduk sipil"- Namun apakah semua 

'penduduk s i p i l ’ adalah "orang-orang yang dilindungi" 

d alam arti Konvensi IV ? F’asal 4 berikut ini dapat 

m e njawab pertanyaan diatas.

Pasal 4 Konvensi Jenewa IV ini merupakan definisi 

tentang "orang-oranq yang dilindungi", yaitu sebagai 

berikut :

Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah 
mereka yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau 
peristiwa pendudukan, dalam suatu saat tertentu
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dandengan cara bagaimanapun juga f ada dalam tangan 
suatu pihak dalam pertikaian atau kel uasaan 
pendudukan yang bukan negara mereka.

Secara mudah d apatlah dikatakan bahwa "orang-orang 

yang dilindungi" menurut pasal 4 adalah penduduk sipil' 

negar a dalam pertikaian yang telah jatuh kedalam 

kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak 

yang menguasai mereka, "orang-orang yang dilindungi" 

dalam arti Konvensi IV adalah penduduk sipil musuh.

Menurut pasal 5, pengertian penduduk sipil sebagai 

"orang-orang yang dilindungi" akan kehilanggan hak-haknya 

sebagai "orang-orang yang dilindungi" apabila penduduk 

sipil tersebut melakukan atau dicurigai keras melakukan 

atau terlibat dalam kegiatan-keaiatan yang merugikan 

keamanan negara. Termasuk juga vang melakukan atau 

dicurigai melakukan kegiatan mata-mata atau s a b o t a s e 1° .

Sedangkan 'hak-hak orang-orang yang dilindungi' 

adalah sebaqai berikut :

1. Orang yang dilindungi berhak atas penghormatan 

diri p n b a d i ,  hak k e k e l u a r g a a n , keyakinan, agama. 

adat istiadat dan kebiasaan mereka.

2. Mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan 

clan dilindungi dari tindat an k e k e r a s a n .

1 0 . I b i d ,  h . M .  !  ^  1  L  ' 1 ‘
--- |

v*-i- .i-A.NCC/-±
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3. Orang-orang yang dilindungi yang berada dalam 

w i l a y a h  pendudukan tidak akan kehilangan manfaat 

Konvensi sebagai akibat pendudukan atau a n e k s a s i . 

Mengenai perubahan-perubahan yang terjadi 

berkenaan dengan penetapan orang-orang yang dilindungi 

pertama-tama disebabkan kemajuan tehnik dan makin 

bertam bahnya orang-orang non-mil iter yang turut serta 

sebagai ahli tehnik dalam suatu. perang modern.

P e r l indungan terhadap Qranq-orang Luka. Sakit._Lemah

d an Wanita h a m i l .

Konvensi dalam pasal-pasal 16 dan 18, 19 serta 20 

member ikan perlindungan istimewa kepada penduduk sipil 

yang luka dan sakit, demikian pula dengan orang yang 

berbadan lemah dan w a n i t a -wanita hamil. R u m a h-rumah sakit 

sipil yang didirikan untuk memberikan perawstan kepada 

orang - orang tersebut diatas, dalam keadaan bagaimanapun 

tidak boieh menjadi. sasaran serangan.

P erlindungan d i r i dan Kehormatan Manusia.

Pasal 27 menentukan bahwa orang-orang yang 

dilindungi dalam segala keadaan berfak atas penghormatan 

atas diri pribadi, hak-hak k e k e l u a r g a a n , keyakinan dan 

praktek keagamaan, serta adat ist iadat dan kebiasaan
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mereka. Mereka harus selalu diper lakukart dengan 

perikemanusiaan, dan harus selalu dilindungi terhadap 

segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan 

dan penghinaan. Mereka juga tidak boleh dijadikan 

tontonan. (aline 1)

Wanita terutama harus dilindungi terhadap setiap 

bentuk pelanggaran atas k e h o r m a t a n n y a , terutama terhadap 

perkosaan f pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk 

pelanggaran kesusilaan lainnya. (aline 2)

Ditinjau dari pembahasan diatas maka pada asasnya 

Konvensi Jenewa 1949, baik Konvensi I. 1 1 „ III maupu.n IV 

berisi tentang prinsip "respect and protection". Dan 

Konvens i-konvensi yang disusun berdasarkan pengalaman- 

pengalaman yang menyedihkan selama Perang Dunia II ini, 

bertujuan untuk m e n g h i n d a r k a nn y a  terulangnya bencana 

tersebut. Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 

sebelumnya maka Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 mengandung 

banyak perubahan dan perbaikan. Salah satunya adalah arti 

pentingnya perubshan dalam Konvensi IV khususnya tentang 

Perlind ungan terhadap penduduk sipil. hal ini menunjukkan 

sumbangan yang penting sekali tersebut baai perang 

m o d e r n .

d . K o n v e n s i - konvensi b a ru tentan g H u >um Perang

Dengan terjadinya perkembanqan masyarakat dan
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tehnologi maka Konvensi-konvensi Den Haag (1907) dan 

Jenewa (1949) tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan- 

kebutuhan karena itu dibutuhkan ketentuan-ketentuan baru 

dalam Hukum Perang baik yang dikembangkan melalui 

k onpere n s i - k on p e r e n s i  diplomatik yang diadakan oleh 

Palang Nerah Internasional maupun yang diadakan melalui 

forum Perserikatan B a n g s a-Bangsa yang berbentuk Konvensi 

atau re solusi-resolusi yaitu :

1. Protokol Tambahan .1 pada Konvensi Jenewa 1949, yang 

d iadakan tahun 1977 sehingga terkenal dengan sebutan 

Protokol I tahun 1977.

2. Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa 1949, yang 

diadakan tahun 1977 sehingga terkenal dengan sebutan 

Protocol II tahun 1977.

3. Konvensi Den Haag tahun 1954 ientang Ferlindungan 

benda-benda budaya ji.ka terjadi sengketa bersenjata 

(tangqal 14 Mei 19?4 ) .

4. Konvensi Jenewa tahun 1980 tentang Larangan dan 

P e mb atasan F'enggunaan senjata Konvensional tertentu 

(tanggal 10 Oktober 1954),

Disamping itu terdapat pula beberapa resolusi, antara 

lain :

1. Resolusi Perserikatan B a n g s a -Bangsa no. 2444 tahun 

1968 vang isinya menegaskan bahwa hak segala pihak 

yang bersengketa untuk melukai lawanya adalah bukan
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tak terbatas tetapi dibatasi oleh Konvensi Palang 

Mer ah Internasional ke-XX di Wina.

Selain itu juga dilarang melancarkan serangan-serangan  

pada penduduk sipil dan harus dibedakan antara orang 

sipil dan militer vang aktif bertempur.

2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa no. 2£>75 tahun 

1970 tentang p r insip-prinsip dasar bagi perlindungan 

penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, antara lain:

1) Penerapan Hak Asasi Manusia dalam perang.

2) Harus dibedakan orang-orang akt.if berperang 

dengan orang sipil.

3,1 Penduduk sipil tidak boleh roenjadi sasaran 

serangan dan torhindar d a n  kekejaman perang;

4) Dilarang menyerang rumah sakit dan tempat-tempat 

p e n g u n q s i a n ;

5) Dilarang balas dendam pada penduduk.

Protoko 1_I_Tahun_1977 _____

Protocol I merupakan penyempurnaan bagi konvensi- 

konvensi Jenewa 1949 yang dianggap perlu untuk 

dipertegas. dil&ngkapi dan disempurnakan, dan sebagian 

lagi terdiri d a n  ketsntuan yang menqatur masalah - m a s a la h  

b a r u ,

Juga yang sama pentinqnya adalah berlakunya 

Protoko] 3 lebih luas dari pada Konvensi Jenewa 1949,
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karena selain meliputi keadaan-keadaan yang disebut dalam 

pasal 2 Konvensi-konvensi 1949;, Protokol ini juga berlaku 

dalam sengket a - s e n gk e t a  bersenjata dimana rakyat 

berperang melawan dominasi k o l o n i a l , pendudukan asing dan 

regiem rasi.alis^.

Didalam Protokol I diatur tentang perlindungan 

bagi korbsn-korban sengketa bersenjata i n t e r n a s i o n a l . 

dikatakan bahwa golongan pertama yang tidak boleh 

diserang adalah penduduk sipil.

Sedana yang dimaksud dengan perlindungan adalah :

a. M e m p e r 1akukan pihak lawan secara p e r i k e m a n u s i a a n .

b. M e n e m p a t k a n  orang yang dilindungi atau obyek yang 

dilindungi dalam situasi yang tidak berbahaya atau 

tidak menderita,

c. Mencc-gah terjadinya penderitaan yang tidak perlu atau 

penderitaan yang berlebih-lebihan (unnecessary 

suffering) dan akibat yang tidak m e m b e d a - b e d a k a n .

Ketentuan-ketentuan dari Protokol I yang hanya 

berkaitan dengan aspek-aspek perlindungan korban konflik 

bersenjata adalah sebagai berikut :

1. penduduk sipil dan o r a n g-orang sapil perorangan harus 

menikmat.i perlindungan umurn terhadap bahaya-bahaya 

yang timbul dari operasi-operasi militer (pasal 11)

28

11.J. Hendy Tedjonagoro, op.cit, h.2.
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2. Setiap operasi militer harus dapat membedakan sasaran 

artinya hanya di.tujuk&n kepada sasaran militer 

saja.(pasal 12 ayat 4)

3. T e r h a d a p  yang luka, sakit dan korban karaiti (baik 

ko m b atan/penduduk sipil atau orang perorangan sipil) 

harus diberi perlindungan dan perlakuan yang 

berperikemanusiaan (pasal 10 ayat 1 dan 2)

4. Harus diberikan perlindungan terhadap kesatuan- 

kesatuan kesehatan sipil, anggota dinas kesehatan 

sipil dan dinas keagamaan, serta mereka yang melakukan 

k e g i atan-kegiatan seperti penduduk sipil, dan 

F'erhimpunan Palang Merah Nasional serta perhimpunan 

bantuan lainnya harus diperbolehl an mengumpulkan dan 

merawat orang-orang luka, sakit dan korban karam, 

meskipun di daerah yang d i s e r b u  atau diduduki. Mereka 

harus diperkenankan mencari yang tewas serta 

m e l a p o r k a n  tempatnya {pasal 12).

Protokol I rnenegaskan adanya jaminan dasar 

(•fundamental guarantees) bagi para korban sengketa 

bersenjata yang harus diberikan olu-h pihak-pihak yang 

bersengketa atas orang-orang yang berada dibawah 

kekuas aannya dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia 

selam a b e r 1angsungnya sengleta bersenjata.

Cedanakan larangan-la^angan yang berlaku dalam 

suatu s enaketa bersenjata. menurut Protokol I tahun 1977

29
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beberapa diantaranya yang berkaitan dengan permasalahan

di Bos nia- H e r z e go v i n a  adalah;

1. Car a-cara dan alat-alat peperangan tidak tak terbatas 

(pasal 35 ayat 1).

2. Dilarang menggunakan cara-cara dan alat-alat 

peperangan yang dapat mengakibatkan kerusakan yang 

hebat terhadap linakungan (35 ayat 2).

3. Mueuh yang sudah m enyerah harus diperlakukan dengan 

baik, mereka itu tidak boleh menjadi sasaran serangan 

adalah "hors de combat", yaitu mereka yang berada 

dalam kekuasaan pihak lawan, yang tak mampu berperang 

dan melawan (pasal 41).

4. Dilarang melakukan teror terhadap orang sipil dan 

penduduk sipil serta menjadikan sasaran serangan 

(p a s a 1 48).

5. Dilarang melakukan serangan secara membabi buta (pasal 

51) .

Dan batasan-batasan tentang serangan membabi buta

menurut Protokol tersebut adalah :

a. Serangan yang tidak ditujukan pada sasaran militer.

b. serangan yang menggunakan suatu alat atau cara yang 

tidak dapat ditujukan pada sasaran khusus militer.

c. serangan yang mengguanakan alat atau cara yang akibat- 

aki batnya tidak dibatasi seperti yang dituntut 

Konvensi i n ,
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Selanjutnya Pasal 5 7 f 58 Protokol I Tahun 1977 

merupakan pasal-pasal yang pen ting dalam rangka 

perlindungan terhadap penduduk sipil karena pasal-pasal 

tersebut pada dasarnya mengatakan melarang terjadinya 

korban dari penduduk sipil, orang sipil dan sasaran 

penunjang kehidupan lainnya. Pasal 57 (5) yang pada 

intinya berbunyi bahwa tidak'. satupun dari peratur.an- 

peraturan tersebut yang meng ijin kan d i 1ancarkannya 

serangan apapun terhadap penduduk sipil, orang-orang 

sipil dan obyek-obyek sipil.

Perlindungan bagi wanita, wanita harus mendapat 

penghormatan khusus terhadap perkosaan, pelacuran paksa 

dan setiap tindaksn tak senonoh lainnya (pasal 76). 

Selain kalaupun terdapat wanita yang hamil walaupun telah 

berbuat k.&salahan yang berkaitan dengan suasana 

pertikaian tersebut, maka harus berusaha untuk 

mengh.indark.an dijatuhkannya hukuman rnati atas diri 

w a n i t a - w a n i t a  hamil tersebut atau ibu-ibu yanq masih 

mempunyai anak yang masih tergantunq padanya . ( p<xsa 1 lh 

ayat 3). kesimpulannya walaupun wanita yang hamil tadi 

berbuat kesalahan dan harus dihukum. hukuman terhadap 

wanita tersebut harus d i t a n g g u h k a n . Hal ini berboda 

sekali dengan apa yanq terjadi da. Eosn ia-Her ?. eqovina 

adalah wanita hamil yang tidak berdosa tiba-tiba harus 

m enerima tindak&n keji d a n  pihak Serbia.

31
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Perlindungan terhadap anak-anak terdapat pada 

pasal 78 dan perlindungan bagi wartawan pada pass] 79 

ayat i. W a r t awan-wartawan yang melakukan tugas-tugas 

p ekerjaannya yang berbahaya di d a e r a h - d a e r a h  pertikaian 

harus d ianggap sebagai orang sipil.

Ketentuan Palana Merah I n t e r n a s i o n a 1 

Kemudian dalam paragraph ke-enam dan pasal 51 

ketentuan "Fundamental rules of International 

Humani tarian Law A p p licable in Armed Conflict" yang 

d i k e lu arkan oleh ICRC (F'alang Merah Internasional ) pada 

tahun 1978. berisi pembatasan pengqunaan cara, senjata 

dan bentuk-bentuk berperang dan larangan menyebabkan 

penderitaan yang berlebihan. Kemudian pada pasal 51 pada 

intinya berisi Kewajiban bagi pihak-pihak yang 

bersengketa untuk benar-benar membedakan sasaran militer 

dan sipil, dan bila menemui keraguan maka harus dianggap 

sebagai orang-orang sipil.

Mengacu dari prinsip tersebut s ehingga seharusnya 

penduduk sipil tidak lagi dijadikan sasaran tembakan, 

obyek pemerkosaan dan tindakan yang sewenang-wenang 

lainnya. Bagaimana dengan pemerintah Serbia ? Semua telah 

membuk tikan bahwa pemerintah Serbia sama sekali tidak
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memberikan per 1 i n d u n g a n , perawstan , penghormatan-1"̂  

terhadap p r insip-prinsip seperti yang tertuang dalam 

Konvensi Jenewa 1949 tersebut.

Dan konvensi-Konvensi mengenai Perlindungan Korban 

Perang ini tidak hanya dijiwai oleh 'asas 

per i.kemanusiaan ' , tetapi pada hakekatnya merupakan suatu 

asas pokok daripada seluruh Hukum Perang, baik yang 

berwujud "peraturan-peraturan Den Haag" maupun yang 

berbentuk "peraturan-peraturan Jenewa"^-',

D a n  situ dapat tercermin betapa banyak hukum 

i n t e r n a s i o n a 1 khususnva yang mengenai perang mengatur 

tentang perlindungan terhadap penduduk sipil, berarti 

juga betapa banyak psraturan dari hukum perang 

internasional yang dilanggar oleh pihak Serbia.

2 v P e r istiwa d i. B o s m a - H e r a e Q o v I n a H a k D itinjau d a n  seoi 

A s a s i h a nusi ari._

Declaration of Human Right terdiri dari 30 pasal 

jobih terperinci daripada Pembukaar Pi&gam Perserikatan 

B a n g s a - B a n q s a . DiLetapkan melalui Sidanq Urn urn 

PerseriF atan frangsa-Bangsa di Chat lot, Paris p^da 10 

Desember 1-43. Pada pasal 3, berbuny i Sotiap orang punya

ll'.Wawancara dengan penQaftst 1 ah Bosnia-HerreaDvins,

i S . H o c h t a r  K u s u t a a U a d j a  I ,  o p . c i U  St . 1 6 .

1
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hak atas hidup, kebebasan dan keamanan persona. Pasal 12. 

berbunyi Hak atas perlindungan hukum terhadap aangguan 

yang s ewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, dan 

k e h o r m a t a n n y a . Namun kenyataannya rakyat Bosnia- 

H e r zeg ovina tidak bisa menikmati hak-hak tersebut, disana 

terjadi p e m e r k o s a a n , pelanggaran terhadap kehormatan 

wanita dan masih banyak, lagi.

Perlindungan hukum terhadap individu secara

m ulti lateral/i n t e r n a s i o n a l  tercantum dalam pasal 29 (2)

Deklarasi Hak Asasi Manusia .

in the exercise of his right and -freedom, everyone 
shall be subjectonly to such limitation are determined 
by law solely for the purpose of securing recognition 
and respect for the right and freedom of other and of 
meeting the just requirement of morality, public order 
and the general welfare in a democratic s o c i e t y 1^.

Hak Asasi Manusia dalam Fiagam Perserikatan 

B a n g s a -Bangsa tercantum pada p a s a 1- p a s a 1, yaitu 1 (2), 

55, 76 c yang berbunyi : '‘Setiap manusia mempunyai hak 

yang sama tanpa diskrimina&i apapun". Bila kita 

bandingkan dengan apa yang ada dalam Deklarasi Hak Asasi 

Manus ia maka dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pasal 2 

disana ada ketentuan yang menjamin persamaan hak manusia 

tanpa membedakan ras, agama, warns kulit, etnis dan lain- 

lain. Deklarasi Hak Asasi Manusia atau juga disebut

34

14. Kuntjoro Purboprancto, Hak Asasi fonusia dan PancasiU. Cetakan 111, Pradjna Pa ru ita , Jakarta, 1W , h.161.
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D e c l ar ation of Human Right merupakan bukti puncak 

perjuangan terhadap hukum internasional.

Di benua Eropa - dimana tindakan membabi buta yang 

dilakukan oleh pihak Serbia itu berada - sesungpuhnya 

juga telah ada suatu Konvensi yang mengatur tentang 

penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, yaitu Konvensi Eropa 

tentang P e r l i ndungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan 

dasar yang ditandatangani oleh Dewan Eropa pada tanggal 4 

N ovember 1950 di Roma yang menyhasilkan "European 

Commis sion of Human Right dan European Court of human 

Right"*^. D itambah dengan Committe of Experts on Human 

Right adalah suatu komite yang di t-Tropa pada tahun 1960 

yang ditujukan untuk meningkatan Hak Asasi Manusia.

Definisi Hak Asasi Manusia itu sendiri menurut

salah seorang sarjana hukum i n t e r n a s i o n a 1, Leach Levin

adalah . sebagai berikut :

The concept of Human Right is the acceptance of an
inherent and inalienable right due to man simply
because of being man. It is a moral right which
derives from being a human being, and which in turn

1 Aensures the dignity of every hum<-«n b e i n g A .

15. Egon Schaeld, *Qn the Operation of European Convention on Huian noht'. International Organization, no. 3, vol.
Will, m ,  1974, h.558.

16, Leach levin, Twenty Question Huian Rioht and the International CcMunitv, The UNESCO, the United Kation 
Educational Scientific and Cultural Organization, October, 19/fl, h.7.
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P E L A N G G A R A N - P E L A N G G R A N  PIHAK SERBIA TERHADAP 

HUKUM INTERNASIONAL

1. F a k t a_P e n y e b a b __Tindakan t i d a k m a n u s  i a w i___ Serbia

terhadap Bosnia-Herzeaovina.

S e b a b - s e b a b  terjadinya peristiwa tragis tersebut 

adalah sebagai berikut, kekuasaan Turki masuk pada tahun 

1371. Tentara Turki berhasil mengusur tentara Balkan di 

sungai Maritza, Bulgaria. Delapan belas tahun kemudian 

(13B9) tentara Turki berhasil menghancurkan kekuatan 

pasukan Serbia di Ko b q s v o - P o Ij e . Kemudian pasukan Turki 

pun m e nguasai Konstantinopel , dan Bosnia-Herzegovina. 

Namun pada tahun 1862, Turki menarik mundur pasukannya 

dari Serbia, M o n t e n e g r o  dan B o s n i a - H e r s e g o v i n a  setelah 

m a s u k n y a  kekuatan Francis dan A u s t r i a ^ .

S aat perang dunia II di medan pertempuran 

Yugoslavia, berakhir dengan kemenangan di pihak 

gerily awan partisan komunis pimpinan Yoseph Bros Tito. 

Kemudian pada 29 Nopember 1945, Tito memenangkan 

pemilihan umum. Di bawah Tito sistem kerajaan di hapus 

dan dibentuk Republik Federasi Rakyat Y u goslavia yang 

berfaham s o s i a 1i s - k o m u m s .

B A B  I I I

17.Minshur Sfl AW atiri, Traoedi Peabantaian Uiat Is1 a» Bosnia, cetakan keenaa, CV. Pustaka 
Hantiq, 1992, h.22.
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Sepeninggal Tito* Yugas 1 avia tidak lagi memilik.i 

kepernimpinan nasional yang kuat. Vepemimpinan lolektif 

yang mewarisi Tito justru mengantar'kan ke medan perang 

antar etnis yang mengerikan. Mimpi pembentukan 'Serbia 

Raya' kembali menyeruak dalam alam pikir orang Serbia 

setelah lama dibenamkan Tito. Dan proklamasi pemisahan 

diri oleh beberapa Republik tidak dapat diterima oleh 

pihak Serbia. Ditambah dengan dendam orang Serbia kepada 

Turki yang telah m e n j a j a h  Semenanjuny Balkan lebih dari 5 

abad ditimpakan seluru hnya kepada orang-orang Bosnia- 

Herzegovina. Hal ini terjadi karena Serbia m e n gganggap 

orang -orang B o s n i a - H e r z e go v i n a  adalah orang-orang Turki, 

dengan adanya persamaan agama. F'adahal mereka bukanlah 

keturunan Turki tetapi penduduk asli Serbia dan Bosnia. 

Lalu Serbia mulai bertindak brutal.

2• P e l a n q q a ra n - P e l a n g q aran S e r bia d i k a itkan d e n g an H u kum 

P e r a n g .

Keganasan milisi Serbia sungguh tiada bandingnya. 

Pemban taian massal yang dilakukan Etnis Serbia terhadap 

umat Islam B o s n i a-Herzegovina seat ini merupakan 

peristiwa vang terburuk di Eropa seleiah Perang D u m a  II. 

Sehingga para pengamat mengkhawatarkan tindakan etnis 

Serbia yang tidak mengenal perikemanusiaan itu tak 

mustahii menjadi pemicu meletusnya perang besar yang akan 

menjal&r k.e seluruh Eropa Timur, V.hususnya wilavah
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"Ini bukanlah perang biasa", komentar Sylvana Foa, 

seorang komisaris tertinggi F'erser 1 katan Bangsa-Bangsa 

untuk urusan pengungsi. "Beberapa kasus keluarga dimana 

para ayah atau anak-anak muda mereka berjalan di daerah 

ranjau, Sebuah operasional eksekusi vang disaksikan oleh 

keluarga mereka. Pasukan NAZI Hitler memang benai— benar 

sedang beroperasi di bekas Yugoslavia itu, dan sasaran 

e mpukn ya lebih banyak adalah Muslim Slavia yang tidak 

mempunyai organisasi militer i t u " 1^.

Di Jenewa, organisasi Perserikatan B a n g s a -Bangsa 

untuk urusan pengungsi (UNHCK) menyebut kondisi di 

B o s n i a - H e r z e go v i n a  sebagai kondisi yang sangat 

menakutkan. Kondisi inilah yang mendorong ratusan ribu 

penduduk sipil yang beragama Islam lari dari desa-desa 

dan kota-kota, karena milisi Serbia tidak menghiraukan 

sama sekali Hukum F'erano. (garis bawah dari penulis) Pada 

saat itu gelombang pengungsian sudah melibatkan tak 

kurang dari 650 ribu orang Islam atau 16 7. penduduk 

Bosnia-Herzegovina. Tragedi dahsyat vang menimpa Bosnia-

38

B a l k a n 1 8 .

10.Fathudin Ja'tar, 'Tragedi Hut Islai Bosnia', Hetiia Indonesia. 20 Agustus 1992, 
dikutip dari Kuipulan Kliping, Tragedi Bosnia-Heriegovina, h.t.

19.'Kapankah Peibantaian itu berafchir1, Bahan-banan dari Tiies Internasional. dikulip 
dan Kuipulan Uiping, op.cit, h.18,
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H e r z ego vina sungguh sulit untuk di Bayangkan'*- .

Sementara itu. Lord Carrington, yang ditugaskan

untuk menengahi pertikaian itu menyatakan keadaan sudah

sangat berbahava. Nyaris tak ada satu rumah pun yang

luput dari pembakaran. Beberapa rumah bahk.an dibakar

r> i
berikut penghuninya .

Berarti sampai disini saja, H u k u m - h u k u m  Perang 

yang telah dilanggar oleh Serbia berdasarkan Protokol I 

tahun 1977, antara lain s

1. Pasal 35 ayat 1 tentang Cara-cara dan alat-alat 

peperangan tidak tak terbat.as.

2. Pasal 35 ayat 2 tentang Larangan menggunakan cara-cara 

dan alat-alat peperangan yang dapat mengakibatkan 

kerusakan yanq hebat terhadap lingkungan.

3. Pasal 41 tentang Musuh yang sudah m enyerah harus 

diperlakukan dengan bail;, mereka itu tidak boleh 

menjadi sasaran serangan adalah "hors de combat", 

yaitu mereka yang berada dalam kekuasaan pihak lawan, 

yang tak mampu berperang dan melawan.

A. Pasal 48 tentang Larangan melakukan tergr terhadap 

orang -sipil dan penduduk sipil serta menjadilan

39I

20.fluhauad Abdul Kun'in, Jihad di Bosnia, terjeiahan Abdul Haris ftifai dan Abdullah Aly, 
Yayasan Al-«uliin, Jakarta, 1992, h.29.

21.Ibid, h.28.
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sasaran serangan .

5. Pasal 51 tentang Larangan melakukan serangan secara 

membabi buta .

Juga tindakan Serbia tidak sesiiai dengan Resolusi 

P e r s e ri katan Bangsa-Bangsa no. 2444 tahun 1968 yang 

isinya menecitiskan bahwa hak segala pihak yang bersengketa 

untuk melukai lawanya adalah bukan tak terbatas tetapi 

dibatasi oleh Konvensi Palang Merah Internasional ke-XX 

di Wina. Selain itu juga dilarang melancarkan serangan- 

serangan pada penduduk sipil dan harus dibedakan antara 

orang sipil dan militer yang aktif bertempur.

Pasal 57 (5) berbunyi : "No provision of this 

article may be construed as authorizing any attack 

against the civilian population, civilian and civilian 

objects". Maksudnya bahwa tidak satupun dari peraturan- 

peraturan tersebut yang mengijinkan dilanc a r k a n n ya  

serangan apapun terhadap penduduk sipil, orang-orang 

sipil dan obyek-obyek sipil.

Kemudian dalam paragraph ke-enam ketentuan

"Fundamental rules of International Humanitarian Law

A p p li ca ble in Armed Conflict" tahun 1978> berbunyi

sebagai berikut :

Parties to a conflict and member of their armed 
forces do not have an unlimited choice of methods and 
means of warfare. It is prohibited to employ weapons 
or methods of warfare of a nature to cause 
u n n e c c e s s a r y  losses or exercise suffering.

40
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Pasal 51 juga dari ketentuan diatas, mengatakan

lebih jauh lagi :

Par ties to a conflict shall at all time distinguish  
between the civilian population and combatan in order 
to spare civilian population and property. Neither 
the civilian population as such nor civilian persons 
shall be the object of attack. Attack shall be 
directed solely against, military objectives.

Disamping itu 'orang pertama' yang harus 

dilin du ngi adalah penduduk sipil. menurut Konvensi Jenewa 

IV. Pasal 4 Konvensi Jenewa IV berikut ini yang 

me rup ak an riefinisi tentang "orang-orang yang

dilindungi". Kesimpulannya bahwa "orang-orang yang 

dilindungi" menurut pasal 4 adalah 'penduduk sipil' 

negara dalam pertikaian yang tfvlah jatuh kedalam 

kekuasaan musuh, atau apabila dilihat dari sudut pihak 

yang menguasai mereka.

Lebih lanjut, ketentuan-ketentuan yang mengatur 

tentang "orang-orang yang d i l i n d u n g i ” terdapat pada pasal 

13 Konvensi I dan II, serta pasal 4 alinea A Konvensi

III. Menurut Ketentuan-k etentuan ketiga Konvensi diatas  

(kecuali Konvensi Jenewa IV) pengertian "orang-orang

yang dilindungi" meliputi 6 golonqan. dan salah satunya 

yang pentir.g dan b e r k a i t a n •dengan pembahasan ini adalah :

- O r a n g-orang sipil yang menyertai angkatan perang 

(yaitu wsrtawari perang dll).

Pada Protokol 1 tahun 19“ 7 per 1indungan bagi

41
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wartawan dicantumkan pada pasal 79 ayat i. Wartawan- 

wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang 

berbahaya di daerah-daerah pertilaian harus dianggap  

sebagai orang sipil.

Namun Hukum Perang diatas sangat bertentangan 

«
dengan kenyataan dari berita dibawah ini :

Tidak itu saja, kekejaman pihak Serbia juga dapat 
di an qgap sebagai penyebab matinya B wartawan asing, 
y a i t u  2 dari Turki, 2 Inggris, 1 Bosnia-Herzegovina, 
1 Mesir, 1 Maroko dan 1 tidak dikenal dalam hal ini 
be 1 um termasLik yang dari Indonesia"-^.

Kemudian dengan pasal 27 Konvensi Jenewa IV yang 

menentukan bahwa orang-orang yang dilindungi dalam segala 

keadaan berhak atas penghormatan atas diri pribadi, hak- 

hak k e k e l u a r g a a n , kevakinan dan praktek k e a g a m a a n , serta 

adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka harus selalu 

diper la kukan dengan p e r i k e m a n u s i a a n , dan harus selalu 

dilindungi terhadap segala tindakan kekerasan atau 

an cam an-ancaman kekerasan dan penghinaan (pasal 27 alinea 

1), Dan Mereka juga tidak boleh dij&dikan tontonan (pasal 

27 aline 1).

Bagi Serbia, penduduk sipil dan pihak-pihak yang 

benar-benar tidak terlibat perang antara lain wanita, 

anak-anak, orang-orang tua benar-benar tidak ada yang 

luput dari tindakan brutal milisi Serbia. Serbia teliti

22.Jana Pos, 25 Septeiber 1992, loc.cit.
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sekali dalam membantai rakyat. B o s n i a - H e r z e g o v i n a . Ini 

di.buktik.an dengan informasi berikut ini : "Di setiap 

da er ah  yang berhasil dikuasai Serbia, didirikan kamp-kamp  

tawanan untuk w a n i t a -wanita m u d s . Kehormatan wanita telah 

d i ha la lk an dalam situasi perang seperti 1 tu"""'. 

"Sedikitnya 5000 wanita muslim B o s n i a-Herzegovina sejak 

April 1992 diperkosa oleh orang-orang Serbia, dan 500 

d i a n ta ra nya h a m i l " ^ .

Perlindungan bagi wanita ini riitegaskan lagi oleh 

pasal 76 , . yaitu wanita harus mendapat penghormatan 

khusus terhadap perkosaan, pelacuran paksa dan setiap 

tindakan tak senonoh lainnya. Selain itu kalaupun 

terdapat wanita yang hamil walaupun telah berbuat 

kesalahan yang berkaitan dengan suasana pertikaian 

tersebut,, maka harus be'rusaha untuk menghindarkan 

d i j a t u hk annya hukuman mati atas diri w a n i t a-wanita hamil 

tersebut atau ibu-ibu yang masih mempunyai ana^ yang 

m a s i h  terqantung p a d a n y a .(p a s a 1 76 ayat 3 Konvensi Jenewa 

IV). Ke simpulannya walaupun wanita yang hamil tadi 

be?rbuat. kesalahan clan harus dihukuni, hukuman terhadap 

wanita tersebut harus di.tangguhkan. Hal ini berbeda

43

2j.Huhaiiad Abdul Hun'in, op.cit, h.36.

2*.*5000 Hanita Bosnia Jadi Korban Peri.osian*t Ha'ian Terbit. 15 Agustus 1992, dikutip 
dan tuepular, Hieing, op.cit, h.9.
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sekali dengan apa yang terjadi di B o s n i a-Her:egovina 

adalah wanita hamil yang tidak berdosa tiba-tiba harus 

msnerima tindakan keji dari pihak Serbia.

Se mentara berita yang lain mengatakan :

Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, rombongan 
pengungsi itu tiba di kota Dirfanta. Namun rombongan 
yang telah melakukan perjalanan jauh dalam dingin, 
lapar dan letih disambut dengan dentuman bom Serbia. 
Banyak anggota' rombongan yang meninggal, diantaranya 
adalah salah satu dari dua anak yang baru ditinggal 
mati oleh ibunya". Sebuah gambaran yang memilukan, dan 
lebih memilukan lagi tatkala rombongan yang sudah 
lemah itu diserang oleh Serbia dengan bom oleh 
Serbia. Siapapun manusia yang m e m i 1 iki hati pasti 
terharu menyaksikan kondisi i n i ^ 1.

Ualu bagaimana dengan pasal-pasal 16, 18. 19, dan 

20 Konvensi Jenewa IV yang memberikan perlindungan 

istimewa kepada penduduk sipil yang luka dan sakit. 

demikian pula dengan orang yang berbadan lemah dan 

wa n i t a - w a n i t a  hamil. Apakah pihak Serbia punya penafsiran 

tersendiri untuk pasal-pasal tersebut.

Selain sikap Serbia terhadap para wanita dan 

orang-orang yang lemah seperti yang diungkapkan diatas, 

sikap Serbia terhadap anak-anak bahkan lebih tidak 

berpe rikemanusiaan lagi. Keprihatinan yang datangnya dari 

negara tetangga dimana konflik terjadi, yaitu Kementrian 

Imigrasi Italia m engkhawatirkan ribuan penduduk Bosnia 

yang hidup dibawah siraman hujan bom Serbia yang

2 5 , I b i d , h.39.
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mengepung Sarajevo, Serbia telah menghalang-halangi 

masuknya bantuan untuk menyelamatkan mereka yang terluka. 

B e r i t a - berita menyebutkan ada 126 anak terkurung sejak 

beberapa hari di sebuah bangunan yayasan di Sarajevo. Ia 

m e n yat akan bahwa ada sekitar 300 ribu orang, dan 10 ribu
« 4

d i a n t a r a n y a  adalah anak-anak, yang berada di Saarjevo. 

Sejak beberapa bulan yang lalu mereka hidup dalam 

penderitaan dan makan hanya rumput (Reaksi Kementrian 

Imigrasi Italia)^^. Kemudian di halaman depan sebuah 

surat kabar Kuwait ditampilkan foto seorang anak kecil

*
yang menjadi korban p e m b a n t a i a n „ T ertulis d i b a w a h  foto 

itu s "Kami mohon maaf., m e nyambut pagi anda dengan sebuah 

gambar yang m e m i l u k a n ...M (Cuplikan Surat Kabar Kuwait).

S e mentara itu, seorang ayah menyaksikan anaknya, 

Muhammad,, dibantai didepan matanya sehingg£\ lunglai. 

Tetapi penderitaan bathin yang luar biasa itu belum juga 

cukup  m emuaskan hati milisi Serbia. Sebuah surat kabar 

yang terbit di L^ondon 'Guardian' melaporkan puluhan anak 

m u s l i m  B o s n i a - H e r z e go v i n a  berumur belasan tahun 

dimasukkan kedalam bis tertutup, lalu dibakar hidup-hidup 

dilap angan terbuka dekat reruntuhan dua masjid indah di 

kota Sarajevo. Oleh surat kabar itu kekejaman agresi

45

26.Surat Kabar Asy Sya'b, 16 Juni 1992, dikutip dan Huhatiad Abdul Hun in, op,cit,
h . 5 4 .
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militer Serbia menibantai kaum muslimin Bosnia- 

Herzegovina, dilukiskan mirip dengan ulah NAZI Jerman 

pada mas a Perang D u m a  II.

Ssthingga setelah menyaksikan Kebrutalan itu adalah 

wajar muncullah berbagai komentar dari n e g a r a - n e g a r a , 

antara lain dari Austria dan lainnya. S e t e l a h  menyaksikan 

penderitaan yang dialami ratusan ribu pengungsi Bosnia- 

HerseQovinaj M e n t e n  Luar Negeri Austria m e n yatak&n bahwa 

peristiwa ini adalah tragedi terbesar yang disaksikan 

Eropa •sejak Perang Dunia 11 (Reaksi A u s t r i a ] ^ .  Ketika 

saya berkeliling wilayah B o s n j a - H e r z e g o v i n a . saya 

mengalami kesulitan mencari ungkapan yang tepat untuk 

mengambarkan apa yang saya lihat, saya dengar dan apa 

yang s*ya rasakan. P e m b a n t a i a n . . . ppmbinasaan atau yang 

semacaiTi ltuiah yang menimpa rakyat Bosnia-Her s e g o v i n a . 

(Pernyataan Sya'ban Abdurrahman)

F'ada satu sisi suatu Hukum Perang berbunyi : 

"Dilarang untuk menyerang atau menjadikan sasaran militer 

atas satuan-satuan dan kapal-kapal kesehatan. Dalam 

pengertian "gedung" dan "satuan kesehatan" t.ermasuk 

d i d ala mnya rumah sakit, depot kesehatan. ambulans dan 

lazaret (rumah sakit medan) vang bertujuan mengumpu 1 kan 

dan merawai orang yang luka dan sakit". Namun dilain

4 6

27Jbiri , h.57,
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pihak terjadi suatu peristiwa yang sangat memi 1 u k a k a n , 

yaitu sebuah berita yang menqataV an “Semalam sebelum 

peristiwa ini, beberapa granat da 1emparkan di sebuah 

rumah sakit bersalin. yang sempat -nembunuh tiga orang 

bayi yang baru lahir"*

Juga suatu aturan Hukum Perang lainnya berbunyi : 

"Orang-oranq yang sudah meninggal harus dikumpulkan 

kemudian dilakukan pemakaman, yang sedapat mungkin 

dilakukan secaraa. perorangan. Kalau dapat dilakukan 

pemeriksaan dokter. Tempat pemakaman supaya diberi tanda 

dan d.i pe 1 i h a r a . Untuk itu harus didirikan dinas 

pendaftaran pekuburan. Jenazah tidak boleh dibakar 

kecuali. atas alasan agama dan kesehatan". Sedang disisi 

lain suatu berita mengatakan "Hal tersebut adalah 

merupakan laporan dari tawanan-tawanan yang selamat dan 

d a ta-d ata lainnya yang dikutip oleh harian New York 

Times. Mereka yang mati tersebut jenasahnya tidak dikubur 

secara  layak tetapi sebaqian d i t e n g g e 1amkan di. sungai 

Sava, sebagian lagi dikubur massal dengan tidak 

mengin dahkan kebiasaan-kehiasaan y c>ng berlaku dan yang 

lainnya dibuang dilahan pertanian"-6- .

P e r l i ndungan terhadap obyek-obyek kebudayaan dan 

tempat p g m u j a a n •(tempat ibadah) juga ada pada Protocol I

47

28.J»*a Pas, 25 Septe»ber 1992, loo.tiU h.l,
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tahun 1977* Mendukung makna Konvensi Den Haag 1954 

tentang Per 1indungan Harta Benda kebudayaan (pasal 53 

Protokol Jenewa I tahun 1977). Namun di Desa Jorina Tolia 

s e k o l a h  s a t u -satunya di desa itu dirobohkan, dan sebuah 

Masjid jadi sasaran bom. Menurut komandan perlawanan 

Bosnia, bom yang dijatuhkan di desa itu beratnya mencapai 

500 kilogram. Cukup untuk membuat desa ini reruntuk dalam

'-IO
seketika .

Kemudian bagaimana dengan ketentuan dalam Hukum 

Perang yang tergolong relatif baru yaitu Protokol I 1977 

yang mengatakan penduduk sipil dan orang-orang sipil 

perorangan harus menikmati perlindungan umum terhadap 

b a h a y a -bahaya yang timbul dari o perasi-operasi militer 

(pasal 11). Setiap operasi militer harus dapat membedakan 

sasaran art.inya hanya ditujukan kepada sasaran militer 

saja.(pasal 12 ayat 4). T e r h a d a p  yang luka, sakit dan 

korban karam (baik kombatan/penduduk sipil atau orang 

perorangan sipiJ) harus diberi perlindungan dan perlakuan 

yang berperikemanusiaan (pasal 10 ayat 1 dan 2). Harus 

diberikan perlindungan terhadap kesatuan-kesatuan 

kesehatan sipil, anggota dinas kesehatan sipil dan dinas 

keagamaan, serta mereka yang melakukan kegiatan-keaiatan 

seperti penduduk sipil, dan Perhimpunan Palana Merah

40

79 .Surat Kabar Asy Sya'b, 23 Juni 1992, o p . c i t , h.64,
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Nasional serta perhimpunan bantuan lainnya harus 

d iperbolehkan mengumpulkan dan merawat orang-orancj luka, 

sakit dan korban karam, meskipun di daerah yang diserbu 

atau diduduki. Mereka harus diperkenankan mencari yang 

tewas serta melaporkan tempatnya (pasal 12).

T erhadap semua itu wajar bila Wakil F’erdana 

Menteri Bosnia- H e r s e go v i n a  menyatakan demikian

"...Mereka telah gila. Bahkan mungkin mereka bukanlah 

manusia. Bagaimana mungkin manusia sanqgup melihat 

kepala -kepala terpenggal bergeletakan di jalanan. 

B a gaim ana mungkin manusia merasa teaa bahkan gembira'*^.

49

3. S a n k s i_____ dalam Hhukum i n t e rna s i o n a l_____ dan ke-

ef ektivi. ta s a n n v a .

Kemudian timbui pertanyaan, apakah pasal-pasal 

tersebut efektif ? Pertanyaan ini muncul setelah 

menyak sikan betapa banyak pelanggaran yang telah 

diperbuat oleh Serbia terhadap Hukum P e r a n g . Namun 

sebena rnya terlepas dari efektif atau tidak, yang utama 

adalah keberadaan pasal-pasal tersebut pada dasarnya 

sebagai sarana pengaturan tatacara perang agar dalam 

suatu peperangan tidak ads diantara pihak-pihak yang 

berperang secara mad-madness ( ai 1 a--cj i 1 aan ) .

30.Huhaiiad Abdul Hun'in, op.cit, h.62.
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Bila meninjau kembali ciri-ciri atau sifat. umuin 

hukum i n t e r n a s i o n a l , karena Hukum H u maniter (Hukum 

tentang P e r a n g ) merupakan salah satu bagian dari hukum 

i n t e r n a s i o n a 1. Dan penghalang utama dalam menerapkan 

hukum internasional sebagai ketentuan yang pasti dan 

memiliki kekuatan berarti bagi semua pihak adalah ciri- 

ciri atau sifat Limum hukum internasional itu 

s e n d i r i .Ciri-ciri hukum i n t e r n a s i o n a 1 ada 4, yaitu :

a. Tidak memiliki kekuatan nyata;

b. Hukum Internasional yang modern dapat berkembanq hanya 

atas kesepakatan dari mereka-mereka yang memiliki 

kekuatan tertentu;

c. hukum internasional merupakan serangkaian ketentuan 

yang terlalu umum sifatnya dengan tidak disertai 

sanksi-sanksi yang nyata dan dapat dijalankan terhadap 

negara dan .individu-individu tertentu dalam negara 

yang b e r s a n g k u t a n ;

d. hukum internasional bukanlan seperti hukum nasional 

yang bisa diperlakukan secara e f e k t i f ^ 1 .

Dalam posisi seperti wa.iar apabila hukum 

international banyak menemui kendala sebagai ketentuan 

yang pasti dan memiliki kekuatan berarti bagi semua

50

Jl.Dahlan Nasution, Perang atau Daiai Dalai Hauasan F'olitU Internasional. Retadja 
Karya, Bandung, 1984, K. 139.
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pihak. Apalagi ahli hukum i n t e r n a s i o n a l , Starke pernah 

menyat a kan : “ International Law is a system without 

s a n c t i o n ".

Masih mengenai sifat-sifat hukum i n t e r n a s i o n a l ,

seorang sarjana hukum i n t e r n a s i o n a l , Rolling menambahk.an;

International law is a body of law characteristic of 
an underdeveloped community. Lacking a central 
legislative body and central power w h i c h  is able to 
enforce the law. This lack to e n f o rcement power is 
one of the c haract eristic of the law of nations, * 
showing clearly its underdeveloped character. Another 
feature of its und erde v e l o p me n t  is the absence of a 
central court which can decice u p one^conflicts . f#27 

co n cerning the interpretation of the law0 '6 .

S e b enarnya tidak berarti sanksi pada hukum 

internasional itu tidak ada sama sekali. Karena sanksi 

tersebut tidak selamanya berupa sanksi fisik, misalnya : 

perang, tetapi bisa dalam bentuk lainnya, berupa sanksi 

pemutusan hubungan diplomatik, boikot ekonomi, melepaskan 

k eangg otaannva dari Perserikatan B a n g s a - B a n g s a ,

menet^ plan status sebagai wilayah larangan terbang.

J2.BVA Rolling, Aspect of the criiinal Responsibility for violation of the laws of 
«ar, Didalaa buku : ‘The Wen HmaniUrian Law of Arced Conflict1. Antonio Casses (Edit), 197? 
dikutip dan 6PH. Harvoaatarai, Hukui Huianiter, cet I, RajawaIi, 1984, h.88.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM ... DODDY SETIAWAN



KONSEKWENSI Y U R I D I S  TERHADAP P E L A NGGARAN HUKUM 

INTERNASIONAL TENTANG PERANG 

1• Sanksi dal am Hukum Internasional khususnya tentano 

P e r a n g

Di dalam bab ini akan dicoba untuk menjelaskan 

sanksi apa vang dikenakan apabila Hukum Perang 

dilanggar. Perhatian utama akan ditiuul-an pada asss-asas, 

p r i n s i p - p r i n s i p , dan dasar hukum tentang sanksi apabila 

Hukum Perang dilanggar.

Namun dalam setiap membahas masalah sanksi dalam 

hukum i n t e r n a s i o n a 1, khususnya tentang perang, ada 

baiknya selalu mengkaitkan pokok permasalahan tersebut 

dengan hukum i n t e r n a s i o n a l , karena hukum H u maniter atau 

Hukum Perang, merupakan salah satu bagian dari hukum 

internasiona 1 .

Jean Pictet menambahkan : "Hukum Perang telah lama 

sekali sepi dari perbincangan dan saat ini kekurangan 

ketentuan tentang penghukuman. ha) ini merupakan 

ke 1 e m a h a n n v a " .

Starke dalam bukunya Introduction to International 

Law, mengatakan :

B A B  I V

33,Jean Pictet, Huianitarian law anti the Protection of War Victiis, AH SIJTHOFF* 
LEYDEN, Henry Dunant Institute! Geneva, 1975, ti.68.
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Manfaat Hukum Perang sering d i r a g u - r a g u k a n , dan memang 
kenyataannya tiada bagian dari hukum internasional 
yang sering dilanggar kecuali Hukum Perang,
Namun keberadanya serta kewibaannya Hukum Perang 
tersebut tidak pernah ditentang oleh para pihak yang 
sedang bertikai. Dan sesungguhnya memang Hukum Perang 
telah berperan dalam meredam kebuasan peperangan.
Qleh sebab itu, sekalipun harus diakui atas kelemahan- 
kelemahan Hukum Perang selama parang dunia I dan II, 
tetapi apabila tanpa hukum kebuasan para pihak. yang 
berperang dan kekejaman yang dilakukannya akan 
m e rajalela a d a n y a 1*^.

Jadi pada sisi yang lain lagi Starke tampak. 1 ebih

optimis, setelah menyaksikan manf aat hukum intern asional

ketika terjadi perang dunia I dari II. Pada Konvensi

Jenewa ada ketentuan "Each Party to the conflict . ..s h a 11

ensure the detailed execution of the preceding ■ ar t i c l e s ,

and provide for unforeseen cases, in c o m formity with 

general principles of the present convention". Pada pasal 

lain berisi ketentuan bahwa para pihak berusaha untuk. 

menyebarkan i s i  konvensi "so that the principles thereof 

may becomes known to entire popu I a t ion . . .J ‘ ‘ Renting 

sekali karena bertujuan agar para pihak mentaati isi 

Konvensi tersebut.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yuridis tentang 

sanksi terhadap pelanggaran Hukum Perang terdapat pada : 

pasal-pasal 49-50 Konvensi Jenewa ic>49 (I)

34.J.S. StarU, op.cit. h.517. 

Sj.Jean Pictet, op.cit. h.26.
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pasal-pasal 50-51 Konvensi Jenewa 1949 (II) 

pasal-pasal 129-130 Konvensi Jenewa 1949 (III) 

pasal-pasal 146-147 Konvensi Jenewa 1949 (IV)

Pada keempat Konvensi Jenewa 1949 tersebut ada 

ketentuan yang bersamaan yaitu terdapat pada pasal 1, 

yang berbunyi saina. Juga dalam pasal 1 Konvensi Jenewa 

1949 itu merupakan suatu ketentuan yang mengharuskan 

n e g a r a - n e q a r a  peserta untuk memasukkan sanksi pidana 

dalam p e r u n d a n q - u n d a n g a n n y a . Sebaaaimana Jean Pictet 

mengat akan :

Under the first of the four articles, the parties 
u nd ertake enact any legislation necessary to provide 
e f fective penal sanction for persons committing, or 
ordering to be c ommitted.^any of the "grave breaches" 
defined in the C o n v e n t i o n o£>.

Vang dimaksud pelanggaran berat (grave breaches) 

terhadap Hukum Perang menurut Jean Pictet' adalah sebagai 

berikut :

(1) acts committed against persons protected by the 

Conventions: wilful killing, torture or inhuman 

treatment, including biol igical experiments, 

wilfully causing great suffering or serious 

injury to body health;

(2) acts committed against the wounded, the sick, the 

shipwrecked and civilians: wilful and wanton

54

lb. I b i d ,  h . M .
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extensive destruction and appropriation of 

property, not justified by m ilitary necessity;

(3) acts committed against prisoners or war or 

civilians: compelling them to serve in the force 

of a hostile Power or wilfully denying them their 

right to fair and proper trial;

(4) acts committed against civilians: unlawful 

deportation or transfer, unlawful cofinement, the 

taking of h o s t a g e 0 "̂ .

Mochtar Kusumaatmad j a mengatakan s

Berdasarkan pasal 1 dari keempat Konvensi, para pihak 
berusaha untuk mengundangkan perundang-undangan dalam 
rangka untuk menyediakan ketentuan sanksi yang efektif 
bagi orang-orang yang terlibat, atau yang 
me m e r i ntahkan untuk terlibat, beberapa dari 
"pelanggaran berat" ditegaskan dalam Konvensi ini. 
Kalimat pertama dari alinea pertama pasal 49, mengatur 
kewajiban negara penanda tangan untuk mencari dan 
mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran- 
pelanggaran berat (grave breaches) tanpa memandang 
kebangsaannya"'®.

Hal itu didukung dengan pernyataan Jean Pictet 

yang mengatakan Konvensi ini menyediakan pertanggung 

jawaban qabungan dari orang yang melakukan pelanggaran 

berat dan yang memerintahkan melakukan t u g a s - t u g a s n y a . 

Kedua-duanya dapat dituntut sebagai pembantu pelaku 

pelanggaran. Peradi 1 an-peradi 1 an seh.itu telah men.iatuhkan

3 7 . I M d , .

3 0 .Mochtar Kusuiaatiadja, pp.cit, h.42.
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hukuman antara l a m  terhadap "pelanggaran karena 

kelalaian", yang berasal dari medan p e r t e m p u r a n , dan yang 

hampir setiap negara memasukkan sanksi hukuman dalam

TO
p e r u n da ng-undangan nasionalnya .

Dan pembahasan tentang ketentuan sanksi dalam 

Konvensi ini mencapai sasaran ganda, yaitu berusaha 

keras untuk menekan pelanggaran dan jaminan perlindungan 

atas hukum bagi orang-orang yang tertuduh. Hal ini 

merupakan sesuatu yang esensial dalam peradaban m o d e r n ^ 1*1.

Pictet mengatakan bahwa pembahasan tentang 'penal 

sanction' dalam keempat konvensi Jenewa tersebut 

terdapat 2 sasaran. Fertama, berusaha keras untuk menekan 

pelanggaran. Kedua, memberi perlindungan hukum kepada 

pelaku-pelaku pelanggaran t e r s e b u t ^ 1 . Jadi disini 

terdapat kerjasama antara penceqahan terhadap kejahatan 
«

A'"1dan penghukuman ^ .

Disamping pasal-pasal tentang penal sanction 

pada keempat konvensi tersebut berbunyi sama, tetapi pada 

pasal yang berkaitan dengan pelanggaran berat (grave 

breaches) bunyinya berlainan, yaitu terdapat dalam pasal

39.Jesn Pictet, op.cit. h.68.
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49 Konvensi Jenewa I , pasal 50 Konvensi Jenewa II, pasal 

130 Konvensi Jenewa III dan pasal 147 Konvensi Jenewa

IV. Adanya sanksi dalam keempat konvensi ini sebagai 

bukti kemajuan dalam hukum i n t e r n a s i o n a 1.

Tentang hal ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan :

Pasal-pasal diatas mengadakan p'erbedaan antara 
p elanggaran berat (grave breaches) terhadap ketentuan 
Konvensi dan pelanggaran lain. Pelanggaran-
p elanggaran dalam Konvensi ini diatur lebih lanjut 
dalam pasal 50^°.

Kembali tentang pelanggaran terhadap 1 Hukum 

Perang, Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa 

pelanggaran terhadap Hukum Huma.niter tidak perlu terjadi 

bila m endalami pasal 1 Konvensi Jenewa 1949, yang 

merupakan ketentuan u m u m ^ .

2• B e n t u k - b e ntuk S a n ksi b aai P e l a n q q ar t e r h a d a p Hukum 

P e r a n g .

Hukum Perang (Hukum Humaniter) merupakan bagian 

dari hukum internasional, sehingga Hukum Perang bersifat 

SG;perti hukum internasional, nant.m dengan V.esamaan 

kondisi tersebut bukan berarti bahwa Hukum Peranq tidak 

perlu dit*ati, karena sekali lagi, tidak berarti sanksi 

dalam hukum internasional atau Hukum Peranq itu tidak.

'43.KothUr Kusuiaatiadja, pp .t i t , M O .
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ada. Mengenai hal tersebut Starke berpendapat : Walau 

hukum internasional sering dilanggar sanksi, bukan 

berarti tidak ada sarana pemaksaan. Sanksi-sanksi dalam 

hukum internasional khususnya yang didasarkan pada 

k e t e n t ua n-ketentuan yang tprdapat didalam Hukum F'erang 

tersebut antara lain Reprisal (p e m b a 1a s a n ), Self Defense 

(membela diri) dan Use of Force (penggunaan kekerasan).

a . Reprisal

"Reprisal" atau p e m b a l a s a n ^  adalah salah satu 

sarana yang dimaksud ahli hukum internasional, walaupun 

pengartian ini sebenarnya tidak s e s u a i ^ .  Sarana pemaksa 

ini bi)a dilihat sepintas cenderung agak kasar dan 

s e w e n a n g - w e n a n g . Dalam hal ini ada beberapa definisi 

tentang Reprisal, antara lain terdapat dalam Field 

Manual (F.M) 27-10 The Law of Land Warfare, 1956 dan 

berikut nya definisi dari ahli hukum i n t e r n a s i o n a l , 

Lauterpac h t .

Dalam hukum internasional u m u m , pembalasan 

(Reprisal) itu diperkenankan dalam hal-hal tertentu. 

Sebagsii hukuman Reprisal itu berdasarkan "lex talionis", 

suatu p n n s i p  kuno yang dalam hukum pidana negara-negara

58

45.J.6, Starle, op.cit, h.SIB.

46.'Reprisals' is a *ord with a long history, and icdern writers are not agreed on the 
leaning which s h o u l d  be given to it-today. (Brierly, ‘The l a *  of Nations*, Clarendon Press, 
19S0, h.32U
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beradab sudah lama d i t i n g g a l k a n 4 ^ .

Menurut P.M. 27-10 yang dimaksud dengan Reprisal 

adalah :

act of retaliation in the form of conduct which would 
o t he rwish be unlawful, resorted to by one belligerent 
against enemy personnel or property for act of warfare 
co mm itted by the other belligerent in violation of the 
war, for the purpose of enforcing future compliance 
with the recognized rules of civilized warfare.

Lauterpacht menyatakan :

R ep risals (in time of war) occur when one belligerent 
retaliates upon another, by means of otherwise 
illegitimate acts of warfare, in order to compel him 
and his subject and members of his force to abandon 
illegitimate acts of warfare and to comply in future 
with the rules of legitimate warfare.

Jadi Reprisal sebenarnya merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan hukum dan tindakan tersebut dilakukan 

dengan maksud agar pihak yang melanggar Hukum Perang 

m e n g h en tikan perbuatannya dan juga untuk memaksa dia agar 

di kemudian hari untuk mentaati hukum (internasional-

AD
tentang perang) tersebut .

Sebagai. akhir dari pembahasan Reprisal ini ada

baiknya bila melihat definisi Reprisal dari Philip C.

Jessup, yang mengatakan : "International law has 

recognized the right of the state to resort the Reprisal

or retaliation as means of vindication of right of

O.Hochtar Kusuiaatiadja, op.cit, h.38.

48.GPH. Haryoiatarai, op.cit. h,93.
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infringed by another state .

b . Se 1 f ___ Defense (Hak. liembela Diri) Sebaoai Sarana

F'ela ksanaan Sanksi >

Fakta telah membuktikan banyak sekali Hukum Perang 

banyak sekali dilanggar oleh pihak Serbia dalam konflik 

bersenjata di Bosnia- H e r z e go v i n a  tersebut. Karena itu 

pula meka pembahasan berikut ini tentang pelaksanaan 

Sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Hukum 

Perang menurut Piagam Perserikatan B a n g s a - B a n g s a .

Dimulai dengan meninjau pasal 51 Piagam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberi hak suatu negara 

d alam rangka mel’indungi diri dari sc-rangan, ancaman dari 

negara lain. Tidak disangsikan lagi bahwa suatu bentuk 

ancaman aL.au bahkan penyerangan dari suatu negara ke 

negara lain adalah suatu bentuk tindakan yang mengingkari 

a sa s-asas atau prinsip-prinsip perlindungan, atau bisa 

d i se bu t sebagai pelanggarn terhadap hukum i n t e r n a s i o n a l , 

khususnya tentang p e r a n g .

Sarana pelaksanaan sanksi yang dimaksud pasal ini 

adalah Self Defense. Self Defense adalah Suatu hak yang 

melekat pada setiap negara yang berdaulat dan secara

40

<9.Philip C. Jessup, Modern law of Nations. The HaciillanCoipany, He* York, 1950, h.
174.
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implisit terdapat pada setiap traktat. Brierly dalam 

bukunya yanq berjudul Law o'f Nations, menyatakan : "A 

State, like individual may protect it self againts an 

attact, actual or threatened*' (Setiap negara mempunyai 

hak yang diakui, oleh Hukum Internasional untuk 

melindunqi diri (Self P r e s e r v a t i o n ) terhadap serangan/ 

ancaman negara lain)®*-*.

Kemudian menurut pasal 51 Piagam Perserikatan

B a n g s a - B a n g s a , yang merupakan salah satu pelaksanaan Self

Defense, berbunyi sebagai berikut :

Nothing in the present Charter shall impair the 
inherent right of individual or collective s e l f - 
defense i f an armed attack o c c u r s , against a member of 
United Nations". (Tidak ada sesuatu ketentuan dalam 
Pia gam ini yang meruqikan hak pero ranoan atau bersama
un tuk___(Self Defense) m e m b e l a__d iri apabila suatu
s e r a n g a n bersenjata ter.iad i terhadap suatu anq qota 
P e r s erikatan B a n q s a - B a n q s a ) . (garis bawah dari penulis)

Jadi terhadap suatu negara yftng melanggar hukum 

internasional, yaitu melakukan pendudukan dan kejahatan 

terhadap perdamaian, maka pasal 51 Piagam P e r s e n l a t a n  

B a n g s a - B a n g s a  memberi hak kepada anugotanya untuk 

melakukan Self Defense. Dan Bosn u - H e r  seqovina adalah

CZ -i
merupakan anggota Perserikatan Banqsa-Bangsa'* . Juga

50.JL, Brierly, The Lax of Nation, The Clrendon Press, Oxford, 1965, h, 315.

51.Tangos! 21 rtoi 1992, aerupaUn hari diaina Perserikatan Bang&a-Bangsa teneriia 
Bosnia-Herzegovina sebagai anggota sebagauana dil.utip dari berita 'Sani.si Udara Buat Serbia."̂ 
Tptpo No, 7 Tahun Hill, April 1993, h.32.
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disi.mpulk.an maksud pasal tersebut adalah. Self Defense 

dibenarkan apabila keadaan memaksa.

Hukum Internasional meng&kui hak membela d i n

(Self Defense) sebagai prinsip hukum (Dalam Pact of Paris

3928, 23 Juni 1928). United Nations declare :

Self Defense is inherent in every a souvereiqn state 
and implict in every treaty. Every nation is free at 
all times and regardless of treaty provisions to 
defend its territory from attack or invasion and it 
alone is competent to decide whether circumstances  
require recourse to war in self-defense.

Definisi Self Defense pertama kali dikemukakan 

o leh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel Webster, 

pada tahun 1842, yaitu : "Self Defense is justified only 

when the n e cessity for action is instant, overwhelming 

and leaving no choice of means and no moment for 

deliberation'"1'.

Lebih lanjut Brierly mengatatan : "The principle 

of Self Defense is clear, though application to specific 

facts may often be a matter of d i f f i c u l t y . " ^ 0 Seorang 

sarjana hukum i n t e r n a s i o n a l , J.L. Brierly telah 

meramalkan beberapa tahun yang lalu. walaupun ketentuan 

tentang Self Defense ini sudah jelas. namun sangat sukar 

sekali diterapkan dalam kenyataan. Contohnya dapat

62

11.Philip C. Jessup, op.cit, h. 163.

53.Jl. B n e r l y ,  i c m . u t , h, 315.
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d i s aks ik an pada apa yang terjadi di B o s n i a - H e r s e y o v i n a , 

dimana  sudah saatnya warga Bosnia untuk melaksanakan 

haknya berdasarkan hukum i n t e r n a s a o n a 1- S e 1f Defense, 

namun masyarakat internasional secara implisit 

m e n c e g a h n y a , yaitu masih belum dicabutnya embargo senjata 

oleh m a s y a r a k a t  internasional di B o s n i a - H e r z e g o v i n a . 

Karena untuk Self Defense rakyat B o s n ia-Herzegovina 

membut uh kan senjata, adalah sanqat mustahil bila Self 

Defense dilakukan dengan kekuatan yang sangat. tidak. 

seimbang, dan saat ini masyarakat internasional masih 

member 1akukan embargo terhadap B o s n i a - H e r z e g o v i n a .

Kutipan berita berikut ini akan menja^li hukti ^

konkret bahwasannya masyarakat internasional belum

m e m b o 1eh^ an rakyat Bosnia- H e r z e go v i n a  menggunakan h a l n y a :

Akan tetapi yang terjadi dalam praktek berbeda sekali 
karena upaya n e g a r a -negara Non Blok mencabut embargo 
senjata untuk pemerintah Muslim Bosnia telah kandas. 
Dewan Keamanan F'ersenkatan Bangsa-Bangsa dengan 
peri mbangan suara 6 setuju dan 9 abstain kemarin 
meno lak resolusi pencabutan embargo tersebut. Dengan 
kegaqalan ini habislah harapan pihak Bosnia untuk 
tnemperkuat m i l iternva dalam menghadapi agresi. Serbia. 
Enam anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Dangsa  
yang mernberikan suara setuju adalah Amerika S e n k a t ,  
Pakistan, Djibouti, Maroko, Cape s'erde dan Venezuela. 
Seda ngkan yang mernberikan suara abstain adalah Kusia, 
S p a n v o l . Brazil, Cina, Hunqaria, Selandia Baru dan 
Jepanrj. Suatu resolusi dapat lolos setidaknya bila 9 
anaaota i/ewan Keamanan Perserikatan Banqsa- Banqsa«=4 -
menyatakan setuju" . Dalam hal ini kaitan embargo 
senjata dengan Self Defense adalah erat seiali.

54.*DK FBE Tola* usultn Resolusi G N B \  Jawa P o s . 1 Juli 1993, h.I.
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m a k su dnya bahwa untuk melaksanakan Self Defense maka 
rakya Bosnia membutuhkan prasarana senjata.

Padahal Self Defense yang hendak dilakukan oleh 

rakyat Bosnia- H e r z e go v i n a  adalah suatu bentuk sanksi 

untuk menindak pelanggaran Hukum Perang oleh pihak 

Serbia, agar muslim Bosnia dapat kembali dalam 

perundingan. Seperti yang dimaksud kutipan berita ini : 

"Mempersenjatai muslim Bosnia tersebut* untuk

m en ge mb alikan kelompok muslim dalam perundingan yang 

memiliki makna dalam rangka mencapai perdamaian" Karens 

m e nu ru t Lugar dalam keadaan sekarang ini, yang terjadi

bukan p e r u n d ingan , melainkan agar p e m e r i n t a h__m u s l i m

Bosnia lebih__ jauh memberikan konsesi dan kalau perlu

a u
m e nv er ah (garis bawah dari penulis)^'*. Apalagi disebutkan 

bahwa Self Defense adalah "hak" setiap bangsa didunia 

ini, berarti juga " h a k ” rakyat B o s n i a - H e r z e g o v i n a .

S e b e n a r n y a  selain Piagam Perserikatan Bangsa- 

Bangsa, banyak sekali dasar hukum sebagai dasar 

pelaksanaan Self defense, yaitu antara lain, merujuk/ 

berdasarkan pada hukum yang dikenal dalam kebiasaan Hukum 

Internasional , para Dak a r  hukum int t?rnasional , traktat, 

Piagam P e r s e rikatan B a n g s a - B a n g s a , Perjanjian Atlantik 

Utara, Per j an j ian Keamanan Benua Amerika.

c , U se c3 f Force (penqgunaan kekera san) Sebagai Sarana
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Pela ksanaan Sanksi Tahap K e d u a .

Pembahasan berikut ini mengenai Use of Force. Juga 

merupakan suatu bentuk penghukuman bagi negara yang 

melanqgar Hukum Perang, prinsip perdamaian dan 

pelanggaran hukum internasional lainnya. Use of Force 

bisa dilakukan secara individu atau kolektif.

P e n g hukuman kepada pelaku pelanggaran terhadap 

ketentuan hukum internasional bukan masalah baru dalam 

hukum i n t e r n a s i o n a l , karena sudah dimulai sejak masih 

berlakunya Konvenan Liq£\ B a n g sa-Bangsa-pra Piagam 

Perserik atan -B a n g s a - B a n g s a . Sanksi atas pelanggaran 

tersebut, tahap pertama dikenakan sanksi yang berupa 

boikot e k o n o m i . jika sanksi boikot ekonomi ini tidak 

berhasil maka digunakan langkah berikutnya adalah "Use of 

F o r c e " .

Pada mass Romawi terdapat Doktrin Bellum Justrum. 

Meruj-uk dari. doktrin tersebut, Cicero dalam bukunya "De 

Republika" mengatakan bahwa "Perang yang dijalankan tanpa 

alasan adalah perang yang tidak sah sebab kecuali untuk 

pembalaaan dan menghalau musuh, mala tidak ada perang 

yang sah yang dapat dijalankan". Pendapat Cicero tentang 

doktrin Bellum Justrum ini menjadi ukuran sah/tidaknya 

perang pad* masa itu. Kemudian pendapat ini diikuti oleh 

Thomas Aquinas (abad ke-13) > dan Gi otius (abad 

Bsranj^k d a n  pendapat Cicero tarsobut maka dengan *ata
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lain tiada sebab yang sah (untuk memulai perang) kecuali 

alasan 'ketidak adilan*. Doktrin Bellum Justrum ini mulai 

d i t i n g ga lkan sejak diberla k u k a n ny a  konvenan Lembaga 

B a n g s a - B a n g s a . Brian-Kellog Pact dan Piagam Perserikatan 

B a n g s a - B a n g s a .

Dasar hukum berikutnya terdapat pada pasal 24 (1) 

Piagam Perserikatan B a n g s a-Bangsa yang berbunyi : "Untuk 

m enjamin agar Perserikatan L<angsa-*Bangsa dapat 

menjala nkan tindakannya dengan lancar dan sempurna, maka 

a n g g o t a - a n o g ot a n y a  memberikan tanggung utama kepada Dewan 

Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan 

i n t e r n a s i o n a l , dan menyetujui agar supaya Dewan Keamanan 

dalam menjalankan kewajib a n - k e wa j i b a n n y a  dibawah tanggung 

j a w a b  ini bertindak atas nama mereka."

M enurut pasal 42 Piagam Perserikatan Bangsa- 

Bangsa, disitu terdapat mandat kepada Dewan Keamanan 

untuk m e l a k sanakan Use of Force, dan setelah disimpulkan 

bahwa sanksi berupa boikot e k o n o m i , nona larangan terbang 

ataupun yang lainnya ternyata masih juga belum mampu 

mengh en tikan tindakan-tindakan Serbia, yang notabene 

melanggar ssas-asas perlindungan, hukum i n t e r n a s i o n a l , 

Piaga m Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagainya. Maka 

hukum internasional memberi suatu jalan keluar yang tidak

6 6
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lain adalah Use of Force baik secara i n d i v i d u 0^1 maupun 

kolektif, juga merupakan suatu tindakan yang tepat 

pelaksaan Use of Force terhadap Serbia oleh Amerika 

Serikat (sebagai polisi dunia) atau Perserikatan Bangsa- 

Bangsa, melalui Dewan Keamanan (sebagai lembaga dunia 

yang berwenang menjaga perdamaian, keamanan dan 

ketentraman i n t e r n a s i o n a l ).

Sehingga kesimpulannya apabila masyarakat  

i n t e r n a s i o n a 1 belum menghendaki dicabutnya embargo 

senjata terhadap muslim Bosnia maka masyarakat 

i n t e r n a s i o n a 1 bisa menerapkan alternatif yang kedua vaitu 

penghukuman kepada Serbia melalui sarana "Use of Force" 

oleh Am erika atau Dewan keamanan Perserikatan Bangsa- 

Bangsa. Kutipan berita yanq terakhir berikut ini 

m endukuna konklusi diatas, dimana seorang diplomat 

Amerika Serikat yang mengundurkan d i n  dari jabatannya 

swbagai p^jabat urusan Bosnia- H e r s e go v i n a  pada departemen 

luar n«L-geri Amerika Serikat. Tindakannya ini sebagai 

protes atas kebijaksanaan Amerika Serikat di wilayah 

B o s n i a - H e r z e g o v i n a . P e r n y a taannya adalah sebagai berikut: 

KetiJ'a fieniu Christopher berkunjung ke Eropa, Mei

hi

i’t.lhe acceptance of thp hypothesis that individuals are subject of international la* 
and are bound directly by it necessitates the consideration here of certain exudes of the 'use 
of force' by individuals (Philip C. Jessup, 'A Modern Law of Nations*, The Raciillan Coipany, New 
York, 1956, h.l7B).
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lalu, kami begitu terperanjat. Karena dia mengatakan 
bahwa Amerika Serikat akan mercabut embargo dan 
men yerang Serbia. Namun, semua itu ternyata hanya 
omong kosong. saya memutuskan untuk mengundurlan diri 
bulan lalu ketika S arajevo nyaris jatuh.

Dan bila mengkaji ulang pemberian hukuman 

m a syarak at internasional kepada pihak Serbia berupa

d i t e r a p k a n n y a  boikot ekonomi yang sudah berlangsung 

beberapa waktu yang lalu, akan tetapi sekali lagi 

m a s yar akat internasional bisa menyaksikan betapa sanksi 

berupa boikot ekonomi tersebut tidak menghentikan 

tindakan k e j 1 Serbia.

Juga dari kutipan berita dibawah ini, sebagai 

dasar pembenar pelaksanaan Use of Force bagi pihak

S e r b i a :

Tanggal 12 Mei 1992, Dewan Keamanan F’erserikatan 
Ba n g s a - B a n g s a  dan Masyarakat Eropa menyatakan bahwa 
Republik Serbia dan tentara federal Yugoslavia 
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusuhan-kerusuhan  
dan berbagai tindak penindasan yang terjadi atas 
rakyat Bosn ia-Herzeqovina' -̂  .

Pada a s a s n y a tindakan- tindakan boikot ekonomi. Self

Defense, Reprisal, Use of Force adalah tindakan yang ada

dan d i berikan oleh hukum i n t e r n a s l o n a l , dalam rangka

penghukuman kepada Serbia atas pelanggarannya terhadap

seluru h  kejahatannya yang masuk dalam kriteria melanggar

Hukum Perang, dan menghentikan pelanggaran itu terus

ber 1 an j i-1.

‘6.Hubaaiad Abdul Hun'in, op.cit, h.26.
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Jenis-.ienis Sanksi lain n y a .

Dikaitkan dengan macam-macam sanksi dalam hukum 

i n t e r n a s i o n a 1, d i s a m p m g  s a n k s i — sanksi tersebut diatas, 

juga terdapat suatu bentuk sanksi lagi yang p e n t m g  

termuat dalam pasal 3 Konvensi Den Haag 1 W 1 9 0 7 ,  

meneta pkan apabila suatu negara melanggar hukum perang 

maka negara tersebut harus bayar ganti rugi dan 

b ertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang diiakukan 

o leh angkatan b e r s e n j a t a n y a . Jadi bentuk sanksi adalah 

k o n p e n s s s i .

3. H a l - h al__ yang M e n v e babkan Ketidak-Efektivan ‘t indakan

P e r s e r i k a tan B a n g s a-Bangsa dan N e g a r a B a r a t ,

Walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa te3ah menjadi 

bagian pen ting dalam kehidupan urnat manusia selama empat 

puluh delapan tahun belakangan ini., sama halnya Vetika 

dia d i d i n l a n  pada tahun 1945. liasih banyal- yang 

beranggapan organisasi dunia tersebut semacam satu 

pemerint ahan dunia, dengan f o r m u 1 a - f o r m u 1 a gaib, yanq 

dengan sekali gebuk, bisa menyolesaikan semua persaalan 

kita. Ini sama sekali merupakan p^ndangan yang tidak 

r e a l i s t i s .

F'prserikatan Bangsa-Bangsa , n-er upakan satu alat 

menusia yang memiliki baik kekuatan maupun kelemahan. 

Dan, sepert.i alat apapuii, organisasi tersebut han.’a akan 

me m buahk dn hasi.1 jika dia dipergunai an dan d iman 1 a a tk an
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secara tepat. Perserikatan Bangsa-Bangsa bukanlah satu 

pem er in tahan dunia. Perserikatan B a n g s a-Bangsa didasarkan 

pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. 

Set ia p negara anggota bertanggung jawab atas masalah 

dal am  negerinya. Perserikatan B a n g s a -Bangsa tidak bisa 

mendikte. Dia tidak bisa mencampuri kebijaksanaan dalam 

negeri suatu negara.

Kelemahan Perserikatan Bangsa--Bangsa adalah bahwa 

dia terqantung pada setiap negara anggota untuk secara 

s uk ar el a melaksanakan keputusan Perserikatan Bangsa- 

Bangsa.

Juranq antara cita-cita dan harapan akan selalu 

terbentang. Tugas Perserikatan B a n g s a -Bangsa adalah untuk 

m e m p e r s e m p i t  jurang tersebut-bukan mengumbar ids, yaitu 

bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi namun bisa 

dijangkau.

Pernyataan Perserikatan B a n g s a - B a n g s a  yang

disam pa ikan melalui "Press Re 1e s e "- n y a „ tersirat akan

ke ku ra ngan-kekurangan P e r s e rikatan Bangsa-Bangsa :

Kita yang berada di dunia ini sebaikya tidak menaruh 
k e y a k m a n  yang membabi buta pada Perserikatan Bangsa- 
Bangsa.
N e g a r a - n e q a r a 1 ah yang membentuk I'erserikatan Bangsa- 
Bangsa. Berarti pemerintah dari n e g a r a - n e g a r a  anggota 
yang menquasai P e r s e rikatan B a n g s a - B a n g s a . Karena itu 
kepada negara-negara anggotalah hendaknya kritik 
d i t u j u k a n . karena hanya mereka yang bisa membuat 
perubahan apapun yang d ianggap diperlukan di dalam 
organjsati tersebut.

Juga walaupun Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
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7 1

Bangsa merupakan organ Perseri katan Bangsa-Bangsa yang

sangat penting dalam setiap u s a h a-usaha perdamaian dunia,

a k a n  t e t a p i  s e r i n a k a l i  o r g a n  i.n.L j u g a  m e n g a l a m i

k e g a g a l a n - k e g a g a 1 an dalam upayanya rnendamaikan suatu

perti.kai.an yang terjadi di dunia : m .  Mc?ngenai Via) m i

Sumaryo  Suryo Kusuiro berpendapat :

Betapapun Piagam memberikan hak kepada angqota 
P e r s e r i k a t a n  B a n g s a - B a n g s a  untui- mengajukan setiap 
pertikaian atau keadaan apapun yang karenanya dapat 
m e m b a hayakan perdamaian dan keamanan i n t e r n a s i o n a 1 
kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
namun tidak banyak dapat diharapkan daripadanya, 
apalagi jika masalahnya menyangkut. kepentingan negara 
anggota t e t a p i .

Dan yang menjadi alasan n e q a r a - n e g a r a  barat tidak

dapat berbuat banyak terhadap Serbia adalah k.arena

A merika Serikat, Inggris dan Francis yang tergolong

sebagai n e a a r a - n e g a r a  yang besar dan maju tetapi secara
/

politis dan ekonom.is tidak mempunyai kepentingan langsung

di B o s n i a - H e r z e g o v i n a .

Sarjana hukum internasional memaklumi bahwa hukum

internasional seringkali tidak efektif manakala

berbentu ran dengan kepentingan nasion=»l negara te-rtentu.

Mengenai hal ini Hermawan Ps N o t o d i p o e r o  berpendapat :

...memang sikap dan pendirian suatu negara lebih 
diwarnai oleh kepentingan politik yang sering 
mengabaii'an pertimbangan yuridis. Dalam t eadaan 
demikrian justru hukuir, sering dipakai alat politik

57.Suaarvo Suryo Kuauio, Oreariism Internasiona]. limversiUs Indonesia. 1957, n. 21,
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itu, artinya bahwa suatu negara justru msncarikan 
dasar hukum untuk memperkuat atau mendasari tindakan 
p o 1i t i k n y a ^ ® .

Sebagai contoh adalah sikap Amerika Serikat, 

Inggris dan Francis yang tergolong sebagai n e g a r a -negara 

yang besar dan maju tetapi secara politis dan ekonomis 

tidak mempunyai kepentingan langsung di Bosnia- 

Herzegovina. Munculnya pasukan mu 1t i n a s i o n a 1 untuk 

m e n e r a p k a n  sanksi internasional terhadap Irak oleh 

banyak kajangan dinilai sebagai suatu lembaga barn yang 

bertindak sebagai penerap sanksi i n t e r n a s i o n a l . Namun 

ternyata tidak. demikian di Bosnia-Herzegovina, hal ini 

bisa mengakibatkan preseden yang tidak baik, dimana 

kepercayaan m a s yarakat i n t e r n a s i a n a 1 kepada Dewan 

Keamanan Perser i,katan B a n g s a -Bangsa akan m e n u r u n .

Sekali lagi bahwa hal tersebut tergantung pada 

kondisi obyektif (politis dan ekonomis), misalnya yang 

me laku kan pelanggaran .adalah Amerika Serikat, maka sanksi 

perang terhadapnya akan b erakibat -fatal .

Vang masih menjadi permasa 1 ahan apabila yang 

m elakukan pelanggaran adalah n e g a r a-negara yang mempunyai 

kemampuan militer yang sanaat kuat seperti Amerika 

S erika t atau negara-negara di Eropa Barat, maka bagaimana 

lembaga- 1 embaga penerap s a n k s m y a .
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58.Hena*an Ps Notodipoero, ‘Adakah Relevansj Vuridis Krisis Telufc dan Kasalah 
Palestina*, Surabaya Post, 8 Januari 1991, h. 8.
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PENLJTUP

1 „ Kesirripu 1 an

a. Di Y u g oslavia saat ini terjadi ketiadan perlindungan, 

walaupun sebenarnya hukum internasional yang mengatur 

tentang perlindungan itu ada.

b. B e h t u k -bentuk perlindungan dalam hukum internasional 

d i m asukkan dalam Konvensi-konvensi, resolusi-resolusi 

dan lain sebagainya, tidak hanya terhadap penduduk 

sipil tetapi juga benda-benda budaya, termasuk tempat- 

tempat p e r i b a d a t a n , ternyata p e r i i n d u n g a n - p e r 1indungan 

tersebut kurang e-fektif.

c. Banyak sekali p e langgaran-pelanqgaran yang dilakukan 

Serbia. Sanksi berupa kecaman-'Kecaman f penghukuman 

(Pelepasan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

boikot ekonomi f zona larangan terbang, pemutusan 

hubungan diplomatik dan masih banyak lainnya) d a n  

n e g a r a-negara maupun dari organisasi-organisasi  

internasional telah dijatunkan namun tidak 

dipt*rhat:ikan oleh pihak Serbia.

d. P e U k s a n a a n  sanksi berupa dibentuknya Mahkamah 

Penqadiilan Perang, seperti Mahk a.nah Pengadi.lan Perany 

Neurenberg ternyata saat ini sedang dalasi proses 

pembentu^ an -

B A B  V
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2. Saran

a. Diharapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai lembaga 

internasional, lebih berperan secara aktif dan 

konstruk.tif dalam menangani permasalahan tersebut. 

M a ksudnya Perserikatan Bangsa-Bangsa diharap dapat 

menentukan suatu negara sebagai mediator, dimana 

negara tersebut dihormati oleh kedua belah pihak yang 

bersengketa. Hal ini dapat m encontoh u p a ya-upaya  

Norwegia dalam menengahi dan m e n damaikam konflik yang 

berk.epanjangan antara PLQ dan Israel.

b. D i h arapkan terdapat kekompakan antara n e g a r a -negara 

(terutama n e g a r a -negara besar) dan badan-badan 

internasional (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi 

Konferensi Islam, NATO dan lainnya) untuk niengawasi 

selama proses perundingan perdamaian tersebut dan 

menjaga efektivitas komitmen-komitmen yang dihasiikan.

c. Diharapkan segera dibentuknya suatu lembaga pelaksana 

sanksi dalam hukum internasional yang dapat bertindak 

obyektif, yuridis bukan semata-mata politis, seperti 

Ma hkamah Militer atau Pengadilan Perang. Tujuan yang 

utama adalah demi menjaga kewibawaan hukum 

i n t e r n a t i o n a l , karena bila suatu sanksi tidak efektif, 

maka ha.L ini dapat merupakan preseden yang buruk dan 

me n urunkan wibawa hukum internasional.
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